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BABI

KONSEP DASAR REFORMASI ADMINISTRAST

A. Pengertian Refomasi Administrasi ’ o
Kata “reformasi” pertama kali muncul pada abad ke-16 di mana di Eropa Barat
sedang tegjadi religious revolution yang dilancarkan oleh kafangan yang
menamakan dirinya kelompok “protestan’ terhadap pgereja Katolik dan
kemudian menjalar ke berbagai penjuru dunia. Menurut Encyclopedia
Britannica, “reformasi” adalah gerakan pembaharuan yang dilancarkan oleh
kekuatan fertentu didalam masyarakat sebagai reaksi ataw koreksi total dan
fundamental terhadap kekuasaan yang sedang berjalan berdasarkan
pertimbangan moral, politik, ekonomi dan doctrinal: :

Kata “reformasi” dewasa ini kelihatannya sudah menjadi milik masyarakat
Indonesia, mulai dari elit politik, aparatur pemerintah, akademisi, sampai
dengan masyarakat umum. Populernya kata “reformasi” dalam masyarakat
Indonesia sejak terjadinya perahhan pemenntahan Socharto yang dikenal
dengan sebutan “era orde baru kepada peénggantinya B.J. Hablblf: (Kabmet
Reformasi Nasional) sampai sekarang yang disebut “era refonnasf’ Tetapi
setelah beberapa kali ganti presiden dan kabinet kata reformasi menjadl kabur
dan bergantung pada kemauan dan kepentmgan yang menggunakannya

Reformasi administrasi * merupakan bagian yang sangat -pentmg dalam
pembangunan di negara-negara yang berkembahg, terlepas dari tingkat
perkembangan atau kecepatan pertumbuhan dan arah serta tujﬁanhya Semata-
mata hanya karena kemampuan administrasi yang dipandang semakin pentmg
artinya bagi terlaksananya kebijaksanaan dan rencana pembangunan
Penyempurnaan kemampuan administratif mellputl antara lain usaha—usaha

‘untuk mengatasi ‘masalah hngkungan, perubahan structural dan institusi

tradisional atau perubahan tmgkahlaku mdmdu dan atau kelompok Ataupun
kombitiasi dari keduanya.’

Istilah reformasi administrasi mengandung begitu banyak malma, memp_unyai
fungsi yang beragam, menimbulkan begitu banyak harapan, fetapi juga
membawa”pertengkaran” yang tak kunjung usai dikalangan praktisi, pemerhati,
masyarakat dan kaum teoritisi. Apapun makna dan tujuan yang melekat atau
yang dilekatkan pada istilah itu, senantiasa ada nilai positif yang diberikan
kepadanya. Istilah ini semakin hari semakin “ngepop” laksana mukjizat,dan ia
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dianggap sebagai mitos yang banyak mendatangkan berkah dan rezeki. Hampir
tidak ada yang mengatakan bahwa reformasi administrasi itu jelek. Sebaliknya
hampir semua orang mengatakan reformasi administrasi itu baik dan
bermanfaat. Padahal kalaw ditengok lebih jauh ia mempunyai makna dan
dampak yang positif maupun negatif, tergantung dari apa, siapa dan bagaimna
pembaharuan-itu dilakukan. Hal ini sangat penting kareéna ada cara, strategi
maupun bentuk reformasi administrasi, yang dalam perjalanan sejarah, terbukti
tidak meémbawa berkah akan tetapi justru mendatangkan bencana bagi
magsyarakat.

Seperti hainya dengan kebanyakan didalam ilmw sosial, konsep reformasi
administrasi diartikan berbeda antara sarjana yang satu dengan yang lain. Oleh
karena itu, sebenarnya tidak ada takrif yang dapat diterima secara umum. Studi
tentang reformasi administrasi terhambat oleh tiadanya definisi yang dapat
ditetima secara universal Perbedaan pemakaian terhadap istilah ini telah
menyebabkan kebingungai dan kesulitan baik didalam menchtukan parameter
dalam penelitian maupun didalam pengembangan teon

Dewasa ini istilah reformasi adm:mslra& dlgunakml utuk mendésimpslkan
aktivitas yang sebenamya jauh melampam makna yang dikandungnya, S¢bagai
implikasinya maka’ setiap reformasi terhadap aparatur administrasi baik pada
aras lokal maupun aras nasional, dipandang sebagai perubahan terencana.

Yehezkel Dror mengatakan bahwa reformasi administrasi adalah perubahan
yang terencana terhadap aspek untama administrasi. Sedangkan Caiden
(1969p69) mendefinisikan reformasi administrasi sebagai “The drticial
Inducement of Administrative Transformation Against Resistance”, Definisi dari
Caiden ini mengandung beberapa impilkasi: (a) reformasi administrasi
mempwan kegiatan yang dibuat oleh manusia , tidak bersifat eksidental,
otomatis naupun alamiah, (b) reformasi administrasi merupakan suatu proses,
(c) fesistensi beriringan dengan proses reformasi adminitrasi. Caiden dengan
tegas membedakan antara reformasi administrasi dan perubahan administrasi.
Perubahan administrasi ia (Caiden) beri makna sebagai respons keéorganisasian
yang bersifat otomatis terhadap fluktuasi atan perubahan kondisi. Lebih lanjut
* dikatakan bahwa miwmculnys kebutuhan akan reformasi administrasi sebagai
akibat dari adanya perubshan administrasi. Tidak berfungsinya perubahan
adminitrasi yang alamiah ini menyebabkan diperlukannya reformasi
administrasi. : ’
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Takrik tentang reformasi administras dari Caiden ini dikritik oleh Jobn S.T
Quah karena mengandung 3 kelemahan pokok Kelemahan pokok yang di
maksud adalah:

1. Kelemahan untama dan yang paling penting adalah bahwa definisi
Caiden tersebut mengidentifikasikan tujuan reformasi adminitrasi.
Dengan tidak jelasnya atan tidak adanya tujuan reformasi- adminstrasi
tersebut sebapai picik dan tak komplit. Dengan kata lain maka definisi
Caiden terscbut tidak mampu mcnjawab pertanyaz\n Refoml

- Administrasi ity untuk apa?

2. Definisi Caiden tersebut tak memadai, karena istilah adnumstxahve
transformation merupakan istilah atau komsepsi yang kabur dan tak
memberikan penjelasan tentang isi reformasi administrasi.. :
Dalam hubungan ini Mosher menyebutkan bahwa 1s1 reformas;
admuustram adalah reorganisasi administrasi, bahkan dla menyamakan
antara keduanya. Apa yang hendak dikatakan oleh Mosher adalah bahwa
reorganisasi administrasi merupakan instrument utama dan merupakan
simbol dari penyempurnaan administrasi. Sebenarnya reorganisasi
administrasi itu hanyan merupakan salah satu isi dari reformaS1
administrasi, yang oleh kebanyakan sarjana disebut sebagal aspek
institusional kelembagaan reformasi administrasi. Aspek Ia,m penlaku
dari reformasi administrasi adalah perubahah sikap, penlaku, dan mia1
orang-orang yang terlibat dalam proses reformasi ad1mmstra51 o

3. Keberatan ketiga terhadap definisi Caiden adalah asumsmya yang terlalu

- disederhanakan, yaitu bahwa resistensi, mengikuti proses’ reformas:
administrasi. Resistensi didalam reformasi administrasi municul; menurut
Caiden karena adanya ketidakpastian dan ketidakamatian itdividy dan

~ atau kelompok yang menginginkan kemapanan, kemandekan atav status
quo. Mereka kemudian berusaba menentang reforinasi agar ierhindar
dari ketidakpastian dan ketidakamanan. Asumsi inilah yang oleh Qiah
dianggap salah. Sebab resistensi itu tidak harus ada didalam setiap-usaha

reformasi administrasi. Setiap usaha yang bertujuan untuk mengubah -
sistem administrasi baik maupun perilakn administratornya agar lebib
baik, dapat diketegorikan ke dalam reformasi admunstras1, terlepas
apakah ia menjumpai resistensi atau tidak. Dengan dem:ktan maka
remsten& bukan merupakan cm khas dari reformasi admmastras;
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberatan Quah terhadap definisi
Caiden adalah (1) definisi tersebut tidak mengungkapkan tijuan reformasi
administrasi, (2) definisi tersebut tidak mendeskripsikan seeara cermat isi
maupun ruang lingkup reformasi administrasi dan (3) bahwa resistensi bukan
mempakan ciri khas dari reformasi adm:msml

Sebenarnya 3 keberaatan Quah terhadap definisi Caxden dan Kedua tersebut
tidak sepenuhnya benar, khususnya keberatan pertama dan kedua tentang tujuan,
isi dan roang linglap reformasi administrasi administrasi. Memang benar
Caiden di dalam definisi tak menyebutkan secara eksplisit tujuan, isi dan mang
lingkup reformasi administrasi, Caiden secara fegas menyebut tlguan, isi dan
ruang lingkup reformasi. administrasi.

Tujuan yang ingin dicapai oleh seorang pembaru administrasi yang notabene
juga untk merupakan tujuan reformasi administrasi adalah mtuk
metiyempurnakan kineija mdmdu kelompok dan institusi, Dmmpmg itu
reformasi administrasi bertujuan juga untuk memberi saran kepada mercka
tentang bagaimana caranya agar individu, kelompok dan institusi, dapat
mencapai tujuan lebib efektf, ekonomis dan lebih cepat. ‘

Kalan dianalisis lebih lanjut tujuan reformasi administrasi dan Calden atalah
menyempumakan atau meningkatkan kinerja. Konsep inilah yang oleh Caiden
disebut dengan Administrative Health yaitu suatu dimana administrasi tidak
hanya mampu memenuhi segala macam tuntutan yang dibebankan kepadanya,
akan tetapi juga administrasi yang didalamnya tak dijumpai gelagat yang tak

‘ msutus; Ini berartl bahwa dlsampmg aspek peniaku juga aspek kelembagaan

yang tercakup didalam reformasi administrasi,
Sehat tidaknya administrasi dapat dilihat dari 3 perspekuf yang berbeda.

Pertama adalah ideal optimum,yakni derajat pencapaian kesempurnaan

-administrasi; kedua, practical optimum yakni pencapaian derajat tertinggi dari

‘suatu kinerja dalam kondisi tertentw; dan ketiga satisficing optimum yakai

pencapaian derajat kinerja yang memuaskan.

Sedangkan peningkatan kineja individu dapat dilihat dari keterampilan
kecakapan praktisnya, kompetensinya, pengetahuan dan informasinya, keluasan
pengalamannya, sikap dan perilakunnya, kebajikannya, kreativitasnya,
moralitasnya dan lain-lain. Sedangkan kinerja institusi dapat dilibat dari
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hubyngannya dengan institusi lain, fleksibilitasnyaa, adaptabilitasnya,
pemecahan konflik dan lain-lain. .

Suatu seminar tentang penyempurnaan administraasi yang diselenggarakan oleh
EROPA, ditemukana 5 alat pengukur reformasi admmxstram Kehma alat

-pengukur tersebut adalah:

a. Penekanan baru terhadap program

b. Perubahan sikap dan perilaku masyarakat dan anggota blrokras1

¢, Perubahan gaya kepeemimpinan yang mengarah kepada komumkasx
terbuka dan manajemen partisipatif, '

d. Pengpunaan sumber daya yang lebih efisien dan

e. Pengurangan penggunaan pendekatan legalistif

Reformasi administrasi adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk
mengubah:

a. Struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorgamsam ~atau
1nst1tusmna1/kelembagaan)

b. Sikap dan perilaku birokrat (aspek penlaku) guna memngkatkan
;efektmtas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan
menjaamin tercapainya tujuan pembangunan nasional. o

Walaupun telah ada kesepakatan bahwa kegiatan terencana merupakan ciri
utama dari reformasi administrasi, namun konsep tersebut belum menjadi sosok
yang jelas, apalagi baku. Sebagai contoh misalnya, dapatkan setiap kegiatan
terencana daalm tubuh administrasi pemerintahan diketegorikan: scbagai
refonnas1 administrasi? Terhadap permasalaban ini Dror dengan tegas dan
berani mengatakan bahwa perubahan tersebut hanya sebatas pada aspek utama,
yang secara lebih khusus ia sebut sebagai perubahan yang: : :

1, Kekomprehenmfannya sedang dan keinovatifannya tinggi atau
2. Kekomprehensifannya tinggi dan keinovatifannya sedang

Walaupun istilah sedang, tinggi, komprehensif dan inovatif merupakan xstxlah
yang melahitkan perbedaan interpretasi, namun kata Dror, reformasi
administrasi secara tegas mengeluarkan atau mengesampingkan perubahan-
perubahan organisasi dan prosedur administrasi yang kecil. Keuntungan dari
adanya kualifikasi ini adalah bahwa reformasi administrasi ~hanya
mengkonsentrasikan pada perubahan-perubahan yang sifatnya kurang mendasar

15




akan diaabaikan, walaupun scharusnya perubshan tersebut sangat berguna
didalam memabami karakteristik dan masalah reformasi.

Paham yang mengatakan bahwa hanya perubahan dan reformasi orgenisasi yang
luas cakupannya saja yang menjadi fokus perbatian reformasi administrasi,
dewasa ini semakin mendapatkan pengakuan dan dukungan yang luas. Dengan
mengesampingkan pada perubaban-perubahan teknis yang kecil, reformasi akan
dapat berjalandengan efektif hanya apabila kalau didesain dengan tepat, yakni
mempertimbangkan dan melibatkan lingkymgan dimana reformasi itu
dilaksanakan. Dalam kenyataannya reformasi sering terjadi baik secara langsung
ataupun tidak langsung dengan kejadian yang ada di sekitar organisasi. Dalam
bentuknya yang ekstrern, reformasi administrasi dapat dipandang sebagai bagian
dari reformasi masyarakat.

Sebagai birokrasi dan organisasi pemerintah merupakan bagian dari dan
berkaitan erat dengan sistemt yang lain seperti sistem politik, sosial, ekonomi
dan lain-lain, Tetjadinya perubghan dalam tubuh birokrasi dan cara kerjanya,
pasti sebagai akibat dari perubahan yang terjadi pada sistem yang lian.
Kecenderungan yang terjadi dikalangan ilmuwan administrasi Negara dewasa
ini adalah menolak hatpiran prinsip umum terhadap reformasi administrasi dan
menekankan pada pentingnya pelaksanasn reformasi administrasi administrasi
yang disesuaikan. dengan kondisi khusus, yang harus mempertimbangkan
bailyak fakior, :

B. Latar Belakang M;mculnya Reformasi Administrasi

Akhir-akhir ini, tampak adanya pandangan yang mendua tethadap sosok dan
cara kerja aparatur pemerintah di kebanyakan negara sedang berkembang.
Pandangan pertama menganggap bahwa birokrasi pemerintah ibarat sebuah
perahu besar yang dapat meényelamatkan seluruh warga masyrakat dari
“bencatia” banjir ekonomi maupon politik. Pandangan ini didasarkan atas
asumsi bahwa di dalam mengolah sumber daya yang dimiliki, organisasi ini
mengerahkan para intelektual dari beragam latar belakang pendidikan, sehingga
keberhasilannya lebih dapat terjamin, Oleh karena itu mereka berkesimpulan
bahwa birokrasi pemerintahari memegang peran utama, bahkan peran tunggal
dalam pembangunan suatu negara. :

Pandangan yang kedua adalah pandangan yang menganggap birokrasi
pemerinteh sering menunjukkan gejala. yang kurang menyenangkan Sering,
bahkan hampir selalu, birokrasi pemerintah bertindak canggung, kurang
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terorganisir dan buruk dalam hal koordinasinys, menyeleweng, otokratik,
bahkan sering bertindak korup. Para apartanya kurang dapat menyesuaikan diri
dengan modernisasi orientasi pembangunan serta perilakuknya kurang inovatif
tidak dinamis. Keadaan semacam ini akan menyebabkan birokvasi pemterintaha

~ mendominasi seluruh organ politik dan menjauhkan diri dari masyarakat. -

Pandangan pertama mungkin diilhami oleh suatii pengaharapn yang muluk-
muluk dan berlebih, yang dewasa ini mungkin sudah sangat jarang ditemukan;
sedangkan pandangan kedua munpkin merupakan pandangan yang betlebihan
vang didasarkan pada prasangka buruk. Bisa juga terjadi kedua pandangan yang
secara diameteral bertentangan satu sama lain itu sama-sama didasarkan pada
pengamatan yang mendalam, dan evaluasi terhadap kOl'idlSl nyata aparatm
pemerintah. :

Sudah-tentu, kritik dan ketidakpuasan yang berlebih terhadap peran birokrasi
dalam pembangunan sangatiah tidak adil. Selaly saja jikalau terjadi kegagalan
dalam usahg pembangunan, birokasi dipandang sebagal biang keladinya.
Kegagalan pembangunan memang sebagian besar merupakan tanggung]awab

" birokrasi, namun tidak semuanya. Bahken di beberapa negaxa kekurang

efisienan  administrasi tidak dianggap sebagai “dosa besar” terhadap
ketidakmmpuan pemetintah dalam memenuhi harapan pemhangunan ataupun
realisasi tujuan sebagaimana felah ditetapkan dalam rencana pembangunan
Yang lebih penting untuk diperhatikan adalah bagaimana caranya. agar
ketidaksempurnaan admmstras1 itu dapat dikurangi kalu tidak blsa dihalangkan
sama sekali.

Dikawasan bekas negata jajahan ini, terjadi erubahan yang menggebu. Menurut
istilah Waldo. Pada masa perubahan yang demikian gencar ini, lahir harapan
masyarakat yang sangat muluk-muluk, suata harapan yang tak dijumpai dalam
masyarakt maju. Kemerdekaan yang diperoleh negara-negara bekas jajahan
tersebut menyebabkan keberadaan administrasi asing dengan adminsitrasi lokal,
membengkaknya tugas-tugas menycbabkan sistemn administrasi kolonial tak
mampu menyelesaikan persoalan yang muncul dalam masyarakat. Menjalarnya
wrbanisasi dan sckularisasi yang cepat serta kebutuhan akan demokratisasi
pemerintahan  dan administrasi, menyebabkan beban apatatur pemerintah
bertambah besar, dan mau tidak mau adaptabilitas menjadi sangat penting dan
menjadi kebutuhan,
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DIMENSI MANUSTA DALAM REFORMASI ADMINISTRASI

Dari pengalaman pelaksanaan reformasi administrasi di Venezuela, Groves
(1966) mencatat bahwa penerapan teknik manajemen yang membabi buta akan
menghasitkan pelaksanaan reformasi administrasi tidak seperti yang diharapkan.
Hasil serupa ditunjukkan oleh pelaksanaan penerapan sisfem personalia dan
penerapan pola maniajemeén yang serba sefagam tanpa mengindahkan
fleksibilitas dan adaptasibilitas, Secara lebih rinci Cohen (1971) menyebut 3
variabel yang mempengaruhi keberhasilan reformasi administrasi, yakni jenis
tugas yang diemban, ketepatan bentuk organisasi, dan karakteristik personel.
Bentuk organisasi diklasifikasikan dalam 3 golongan, yaitu: (a) eiganisasi
paternalistik, (b) organisasi birokratik, (c) organisasi organik-adaptif.

Organisasi Paternalistik (Personalistik) adalah tipe bentuk organisasi yang
ditandai dengan adanya penengah, konsentrasi penuh pada diri pucuk pimpinan,
loyalitas yang penuh pada bawahan dan pemberian ganjaran lebih didasarkan
pada hubungan dari pada posisi dan prestasi. Organisasi Birokatik menckankan
pada pembagian tanggung jawab yang tegas, otoritas yang tegas batasannya
(delimited), hubungan yang hierarkis dan impersonal serta pemberlakuan aturan
yang bersifat umum. Sedangkan, Organisasi Organik-Adaptif ditandai dengan
adanya penyebaran pengaruh yang meluber keseluruh jajaran organisasi, knrang
menckankan pada hierarki, kolaborasi antareksper dalam kesetiap kegiatan,
kepemimpinan yang lebih didasarkan pada kecakapan (expertise) dari pada
posisi, mengakui dan menerima adanya hubungan informal dalam organisasi
serta adanya fleksibilitas dan adaptabilitas yang besar (Cohen:1971, p.66)..
Langkah awal yang hatus dilakukan dalam reformasi administrasi adalah
menyesuaikan antara pola organisasi dan jemis pekerjasn. Dalam banyak
kejadian di negara sedang berkembang, sering dijumpai ketidak cocokan
diantara keduanya. Oleh karena itu tepat sekali apa yang disinyalir oleh Victer
A. Thompson (1964 : 50-108) bahwa fokus utama administrasi pembangunan
adalah adptasi dalam lingkungan masyrakat yang ccpat perubahannya. Ia
mencatat bahwa dalam mitologi manajemen barat, hidup suatu anggapan bahwa
manajemen barat dapat diekspor ke negara manapun tanpa harus mengindahkan
kondisi objektif setempat. Selanjuinya ia menambahkan bahwa tujuan
administrasi pembangunan dapat dicapai kalau lingkungaunya inovatif,
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perencanaan tujuarnya operasional dan diketahui oleh semua pihak, dalam
organisasi tersebut terbangun situasi yang tidek alergi tethadap kririk dari pihak
manapun, ada difusi pengaruh, peningkatan toleransi kemandirian serta
penghapusan biropatologi (kekuasaan yang sangat eksesif). Oleh karena itu
maka tugas-tugas vang dikehendaki oleh setiap pemerintah dalam suatu negara
haruslah ditetapkan terlebih dahulu sebelum pola organisasi yang dlperlukan
drtcntukan

Selanjutnya, setiap bentuk organisasi tersebut harus diisi dengan personel yang
cocok. Organisasi paternalistik misalnya, jelas memerlukan personel yang loyal,
tergantung dan mempunyai kadar “taklid” vang tinggi, karena tugas dalam
organisasi jenis ini belum begitu kompleks dan masih tradisional. Demikian pula
halnya apabila organisasi fersebut termasuk organisasi birokratik, akan
memerlukan personel yang tergantung, disiplin, hati-hati, dan konsisten.
Sebaliknya apabila organisasinya termasuk organisasi organik-adaptif, maka
personel yang cocok adalah yang independen dan kolaboratif, karena hanya
personel yang memiliki kuatifikasi semacam inilah yang dapat merespons tugas
yang tak terstruktur dan penuh tantangan, suatu ciri khas dari tugas’ yang ada
dalam organisasi organik-adaptif.

A. Analisis Organisasi dalam Reformasi Administrasi

Suatu organisasi dikenal tidak hanya-sekedar dari tujuannya, aturan mainnya dan
dari bagannya. Jaringan hubungan informal berpengaruh besar terhadap kegiatan
setiap unit organisasi, terlepas apakah ia orgenisasi, terlépas apakah ia
organisasi bisnis, organisasi sosial atan organisasi- publik. Hubungan dafam
organisasi, baik yang formal maupun informal mempunyai kekuasaan yang
besar dalam menentukan perilaku setiap anggota.

Karena keanggotaan kelompok organisasi mempunyai kekuatan potensial yang
melebihi potensi individual dalam menentukan perilaku pekerja, maka perhatian
sudah selayaknya difokuskan pada pemahaman dan perubahan perilaku
kelompok daripada individual. Dalam setiap organisasi, di dalammnya pasti
terdapat sekumpulan nilai, norma, dan kultur yang sudah melekat pada setlap
individu.

Hubungan sosial yang paling sering dijumpai dan yang sangat mengakar kuat
dalam organisasi adalah kelompok saling bertatap muka (face to face) antara
orang per orang dalam organisasi. Kelompok lain bisa menjadi motivator utama
dalam organisasi asal keberadaannya tidak berdasarkan -hubungan fisik,
melainkan lebih berdasarkan pada hubungan kejiwaan atau bati. Oleh karena itu,
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maka satu hal yang perlu disadari oleh seorang pembary adalah dalam kelompok
apa perilaku seorang individu dipengaruhi oleh dirinya sendiri, dan dalam
kelompok apa perlikunya dipengaruhi oleh kelompok rujukan seperti keluarga,
ikatan kekerabatan, dan lain-tain. Dengan kata lain seseorang individu itu sangat
sulit diprediksi perilakunya, karena sering tak me:nyadan penlaku apa yang
hendak ingin diubahnya.
Walaupun observasi sosial bukanlah merupakan pekeljaan yang gampang,
naroun dari pengamatan sepintas dapat disimpulkan bahwa perilaka kelompok
ite lebih gampang dipengaruhi apabila berada dalam suasana kerja saling
“bertatap muka. Karena interaksi intensif antaranggota dalam suatu kelompok
sangat diperlukan untuk pengalaman pekerjaannya, maka cenderung untuk
menyukai dan memerlukan, Apabila pémbaru memandang perilaku dari sudut
pandang perilaku manusia dan bukan dari sudut pandang ajaran teor organisasi
birokrasi Klasik maka kita akan lebih mudah memahami kenapa suatu
organisasi, struktur dan hubungan dalam organisasi itu berbentuk seperti itu.
Setiap pembaru harus mempunyai asumsi bahwa semua perilaku discbabkan
atau digerakkan dari dalam diri perilakunya sendiri, Namun hal ini tak berartl
balrwa ia tak dipengarubi oleh lingkungannya,
Walaupun kepuasan sosial menjadi motivator utama dalam organisasi dan
. menjadikan kepuasan sosial sebagai variabel yang sangat dominan dan sangat
penting, naraun harus diakui juga bahwa untuk. sementara orang justm ‘bukan
dlanggap lebih penting. Te_on hi__e;rarlq kebutuhan dan Maslow tampah:ya i_eblh
bisa memperjelas terhadap persoalan ini, Maslow berpendapat bahwa kebutuhan
manusia disusun berdasarkan hierakri tertentu, kebutuhan yang lebih rendah
harus terpenuhi terlebih dabulu sebelum kebutuban yang lebih tinggi, Secara
hierarkis kebutuhan manusia itu menurut Maslow tersusun sebagai berikut: Pada
tatanan yang paling rendah adalah kebutuhan subsisten (fisiologis, keamanan
dan ekonomi); kemudian kebutuhan sosial (cinta kasih, afeksi, dan lain-lain);
kebutuhan akan harga diri baik dari orang lain maupun dari dirinya sendiri; dan
pada tatanan yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi-diri. Jadi menurut
konsep ini maka apabila suatu kebutuhan belum terpenuhi, misalnya ia merasa
gajinya selalu rendah untuk mempertahankan diri dari rasa lapar.dan haus, maka
kebutuhan yang lebih tinggi seperti cinta kasih, pengakuan dan sebagainya tidak
akan, pernah muncul, Walaupun teori ini mungkin terlalu sederhana dan terlalu
terstrarifikasi secara kaku, namun teori ini mempunyai kegunaan tertentu. Salah
satu kegunaan teori ini adalih pengakuan akan pemtingnya suatu kebutuhan yang
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sifatnya relatif, yang sangat tergantung pada ferpenuhi tidaknya suatu
kebutuhan. Selain itu pentingnya teori ini adalah pada perhatiannya yang begitu
baik terhadap suatu kebutuhan yang diperlakukan oleh kelompok orang tertentu.
Hal yang sangat penting dan harus diingat oleh seorang pemburu adalah bahwa
barus bisa membedakan antgra individu, kelompok, atau unit berdasarkan
kebutvhan yang diperlukan. Suatu contoh misalnya, bagi seseorang yang
menganggap status sebagai sesuatu yang ia kejar dalam bekerja, maka ia dan
teman lain yang sepaham akan selalu menentang terhadap setiap usaha
pembaruan yang ia anggap akan mempengaruhi dan menggoyahkan statusaya.
Bagi yang lain mungkin keamanan yang dikejar, jika keamanan ia kejar maka
yang ia lebih pentingkan adalah kontinuitas atau kelanggengan dalam bekerja
beserta jaminannya ketimbang status. Pembaruan: dalam bidang yang sama dan
dilakukan dengan cara yang sama dan dilakukan dengan cara yang sama pula,
bisa saja dipersepsikan sangat berbeda oleh 2 pegawai yang mempunyai
kebutuhan yang .sama apalagi berbeda, setiap pembaruan akan berhasil
manakala dapat memenuhi kebutuhan yang sangat berbeda—beda dan ditempuh
dengan cara yang berbeda-beda pula.

Seorang pembaru akan mengalami kesulitan untuk bisa mencmukm Sese0rang
yang bisa mehceritakan kepadanya segala informasi yang ia perlukan. Oleh
karena itu, ia dapat menggunakan kekuatan observasinya dalam bentuk
komunikasi.non verbal, dimana ia ia mengamati indikasi perasaan dan hubungan
dan para pegawainya. Penggunaan waktu dan ruang umtuk mengidentifkasi
kedekatan hubungan interpersonal, hubungan hierarkis dan status merupakan
kunci pembuka rahasia yang ia gunakan untuk melakukan observasi (
Hall:1969). Suatu contoh misalnya, ketakutan para hawahan terhadap
kedengkian atasan yang otoriter lebih dapat dilihat dari cara bawahan berdiri
atau gemetar kalau berbincang-bincang dengannya dari pada dilihat dari apa
yang dikatakan bawahan terhadap atasan. Di dalam memiutuskan strategi
perubahan, seorang pembaru akan terfolong manakala - ia ‘bisa
mempertimbangkan dengan benar apakah ia mempertahankan relasi yang sudah
terbangun rapih atau ia harus mengatasi persaingan atan kedengkian.

Sejalan dengan upaya penataan aparatur maka perlu dilaksanakan analisis
jabatan dan analisis beban kerja pada setiap satuan organisasi untuk menyusun
peta jabatan, kompetensi jabatan dan kebutuhan jumlah pegawai untuk mengisi
jabatan tersebut sesuai beban kerja organisasi. Untuk itulah analisis jabatan dan
analisis beban kerja diperlukan dalam rangka menyusun daftar susunan pegawai
sesuai dengan jabatan yang ada dalam organisasi pemerintahan. Dimana ke
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depan dalam setiap jabatan harus diisi oleh tenaga-tenaga yang mempunyai
keahlian dan pengetahuan yang tinggi, kecakapan yang memadai, wawasan yang
luas, dedikasi yang tinggi dan minat serta perhatian yang besar terhadap tugas
pekerjaan dalam jabatan yang dipangkunya.

Di samping sumber daya manusia yang berkualitas dan profe:smnal tata 131$ana
sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Tata laksana dapat menicakup tata
kerja, sistem kerja dan prosedur kerja. Tata kerja merupakan suatu cara
pelaksanaan kerja yang efisien dengan memperhatikan sarana dan biaya yang
ada. Sedangkan prosedur merupakan rincian langkah-langkah dari tata kerja.
Dari rangkaian tata kerja dan prosedur kerja tersebut akan membentik suatu
pola dalam melaksanakan suatu bidang pekerjaan. Dengan adanya tata laksana
diharapkan bahwa setiap pekerjaan akan berjalan dengan eﬂsxen efektlf dan
diperolehnya penghematan yang lebih besar.

B. Dimensi Manusia dalam Reformasi Administrasi

Dimaksudkan dengan dimensi manusia disini adalah seorang agen pembaru
(Change Agent). Dalam rangka mendesain mauvpun melaksanakan reformasi
admnistrasi publik, seorang pembaru tidak hanya dituntut wntuk memilih dan
mengrapkan stratepl yang berbeda, yang didasarkan pada -analisis -thasalab,

tujuan, serta situasi nyata dilapangan. la di tuntut pula mempuryai ldat intuitif di |

dalam mempertimbangkan kapan ia harus mengubah strategl, kspsn
mempergunakan kekuasaan, kapan harus bekerja sama dengan kelompok yang
berpengaruh untuk mempertuas atau kelompok sdsaran, kapan ia mengharap
dukungan yang tinggi serta kapan pembaruan itu harus diselesaikan. Setiap saat
kecakapan intuitif seorang pembare sangat diperlukan dan yang bersangkutan
harus selalu siap, terlepas dari seberapa kecakapan mereka di dalam memahami
secara ilmish organisasi, admnistrasi dan reformasi. Hambatan yang bersifat
kemanusiaan di dalam reformasi administrasi publikakan terus diterui selama
usahia it berakhir.

Dimensi manusia dalam reformsi adminstrasi menjadi peran penting dalam
kesempurnaan di birokrasi pemerintahan. Dimana dalam dimensi manusia
terdapat tiga komponen vang harus dilakukan suaty pembabaruan sehingga
menghasilkan birokrasi yang kolaboratif dan berorientasi pada human skill. Tiga
komponen tersebut yakni, organisasi, kelompok, dan individu. Ketig komporen
itw saling mempengaruhi dan saling keterkaitan sehngga menimbulan perlunya
suaty reformasi dalam dimensi manusia.

_ Tiga komiponen tersebut yakni:
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1. Organisasi
Organisasi adalah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk
bekerjasama, terjendali dan terpimpin untuk tujuan tertentu. Organisasi
biasanya memanfaatkan suatu sumber daya tertentu misalnya lingkungan,
cara atau metode, material, mesin, uang, dan beberapa sumberdaya lain
dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.

Keofgzng?ss;sian Bentuk Organisasi ,-Ciﬁ‘personalia
| Tradisional, tidak | Paternalistik Otoriter, tidak bebas
kompleks v
Rutin, stabil Birokratik Disiplin, tidak bebas,
o : hati-hati ,
Kompleks, berubah | Organic-adaptif Kreatif, - fleksibel,
bebas; \kolaborauf

Vm organisasi, sebagai visi meropakan impian masa depan yang realistis
uptuk dicapai, dapat dipercaya, dan menarik bagi organisasi, Sehingga
dengan demikian, visi dalam proses seluruh kehidupan organisasi' memiliki
peran penting bagi anggota organisasi dalam mencapal tujuan bag1 organisasi
tersebnt.

2. Kelompok

Karena keanggotasan kelompok organisasi mempunyai kekuatan potensial
yang melebhi potensi individual dalam menentukan perilaku bekerja. Maka
perhatian sndah selayaknya difokuskan pada pemahaman dan perubahan
perilaku kelompok dari pada individual. Satu bal yang perlu disadari ketika
melakukan reformasi dalam dimensi manusia adalah dalam kelompok apa
perilaku seorang indivisu dipengaruhi olth dirinya sendiri, dan: dalam
kelompok apa perilakunya diengaruhi oleh kelompok rujukan seperti family.
Tkatan kekerabatan dan lain-lain. Dengan kata lain seorang individu itu
sangat sulit diprediksi perilakunya, karena sering ia tak menyadari’ perilaku
apa yang ia kehendaki untuk diubah. Selanjutnya, bahwa perilaku kelompok
itu lebih gampang dipengaruhi apabila berada dalam suasana kerja saling
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bertatap muka. Karena inmteraksi intensif antara anggota dalam suatu
kelompok sangat dlperiukan untuk pengalaman pekerjaannya.

3. Individu
Adanya perubahan perilaky manusia dapat didasarkan pada motovasi

seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Teori kebutuhan dari Maslow:

Pemenuhan dituar

) Hiaski kebutvhan | oenuban di dalam
kerja ketja
Pendidikan, agama, | Kebutuhan aktualisasi | Peluang untuk
hobi, pertumbuhan pelatihian, peningkatan
. pribadi pertumbuhan, dan
o ) kreativitas
Persetujuan dari Kebutuhan Rekognisi, statas
keluarga, teman, penghargaan (esteern | finggs, peningkatan
komuynitas needs) | tanggung jawab
Keluarga, teman, Kebutuhan Kelompok kerja,
kelompok komunitas | penerimaan (social klien, rekan sekerja,
_ nieeds) penyedia
Kebebasan dari - Kebutuhan keamanan | Pekerjean yang dwan,
perang, polusi, [(safety needs) tunjangan tambahan,
kekerasan- jaminan kerja
Pangan, air Kebutuhan fisiologi | Kesejukan, vdare, gaji
(fisiology needs) pokok,

Membahas strategi reformasi administrasi, bahasan harus selalu dikaitkan
dengan suatu kesadaran bahwa proses reformasi administrasi mempunyai
implikasi yang iebih lues jika dibandingkan dengan isinya. ‘Inilah yang oleh
Cohen disebut dengan the Democratic Paradox (Cohen: 1971, p. 72). Adalah
suatu hal yang sangat mustahil apabla organisasi yang otoriter dapat di ubah
menjadi organisasi yang lebih demokratis oleh pimpinan yang otoriter
dengan memerintahkan bawahannya untuk berbuat lebih demokratis. apabila
ia betul-betul demokratik ia harus mengikuti kebebasan bawahannya untuk
menjadi otokratik. Di dalam reformasi, berlaku dalil “media adalah berita”.
Cara pembaru melakukan perubahan tercermin dari perubahan yang
direkomendasikan, Apabila pembaru bekerja dalam “pengasingan” selama 2
tahun untuk menghasilkan “unit pelayanan yang berbeda”, dapatkah disebut
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degan “ surprise” jikalau laporan fersebut dinilai terlalu radikal dan

pemerinah merilisnya hanya kepada beberapa pejabat saja ? (Gorvin: 1960).
Masalahnya adalah bahwa pembaru bekerja pada lingkungan politik yang tak
favorabel untuk fleksibikitas dan kolaborasi. Di India berdasarkan penuturan
Cohen, komisi reformasi administrasi dipilih secara terpissh untuk
menentramkan para pemilih sebelum pemilu dilangsungkan. Komisi
semacam ini merasa tertekan untuk menunjukkan hasilnya, dan-tidak
disenangi apabila hasil komisi ini diterima sebagai karangka acuan, .

Cara yang dipakai oleh pembaru di dalam merespons mandat.dari pemerintah
adalah dengan cara menetapkan pola organisasi dan pola kepamongprajaan.
Apabila pembaru menghendaki terciptanya pamong praja yang responsif,
bertanggung jawab dan memiliki inisiatif tinggi, pembaru sendiri harus
berperilaku sepertt itu terlebih dahulu, Wataupun di sadari betul bahiwa untuk
berperilaku seperti itu, restkonya tidaklah kecil.- Apabila pembaru tidak mau
menanggung resiko dan menstrukturkan aktivitas pada awal pembaruan, ia
tak perlu berharap kepada orang lain untuk berani meiaiaﬂcannya.

Walaupun dalam beberapa kultur berbicara membelakangl atasan dengan
membalikkan badannya dianggap sebagai tindakan bunuh diri, namun untuk
kultur lain tidaklah demikian. Dalam kultur lain tidak hanya berbicara
membelakangi atasan saja yang di. anggap tidakan bunuh diri, tetapi usaha
mengklarifikasikan tugas, mendefinisi. masalah, menyatakan secara eksplisit
apa yang dapat dicapai dan apa vang tidak bisa dicapai, menunjukkan kepada
langganan bahwa ia tak mempercayai konsultan, juga termasuk dalam
ketegori bunuh diri.

Reformasi adminstrasi publik dewasa ini semakin banyak menjadi ‘sorotan,
Secara empiris, gejala ini disebabkan oleh perkembangan masyarzkat sebagai
akibat adanya globalisasi, memaksa semua pibak, utamanya birokrasi
pemerintahan, untuk melakukan revisi, perbaikan, dan mencari alternatif baru
tentang sstem administasi publik yang cocok dengan perkembangan
masyarakat dan perkembangan zaman. Reformasi administrasi publik dalam
era globalisasi adalah perubahan yang terencana terhadap pelaksanaan berupa
kebjaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat oleh elit penguasa (militer,
birokrasi, partai politik, teknokrat, pemimpin yang dominan dan dimensi
manusia) untuk melakukan revisi, perbaikan birokrasi pemerintahan serta
mencari alternatif baru tentang sistem administrasi publik yang cocok dengan
perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman di negara-negara vang
sedang berkembang. Dengan kata lain, bahwa reformasi yang benar yang
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perilaku bary sajalah yang dapat diandalkan yntuk melakukan perubahan, Sekali
suatu organisasi itu terbentuk ia dapat menjadi model dan sekaligus memnjadi
kelompok penekan bagi - perubahan berikutnya. Adalah lebih gampang
mendirikan organisasi birokrasi baru daripada menghilangkannya.

Sering dijumpai, kelompok-kelompok kasta tertentu ternyata Iehih inovatif
daripada kelompok mayoritas dalam suatu Negara. Kelompok entreprencur
seperti parsis dan marivaris yang sangat terkenal di India ternyata berasal dari
kelompok kasta kecil.

Dalam rangka mendesain maupun melaksanakan reformasi administrasi,
seorang pembaru tidak hanya dituntut untuk memilih dati menerapkan: strategi
yang berbeda, yang didasarkan pada analisis masalah, tujuan serta situasi nyata
di lapangan. Ja difuntut pula mempunyai kiat intuitif di  dalam
mempertimbangkan kapan ia harus mengubah strategi, kapan menggunakan
power, kapan harus bekerja sama dengan kelompok vang berpengaruh untuk
mempertuas - atau memperbanyak kelompok sasaran, kapan ia menghatap
dukungan yang tinggi dan kapan ia harus menguranginya, serta kapan
pembaruan itu harus diselesaikan. Setiap saat kecakapan intuitif seorang
pembams sangat dipertukan dan yang bersanglastan harus selalu siap, terlepas
dari beberapa besar kecakapan mereka di dalam memahami secara iliniah
organisasi, administrasi dan reformasi.

Strategi yang sangat ilmish dan yang sangat khas menuntut dlpenuhmya
kecakapan insani (itanan skitl) yang tinggi di dalam memilih beberapa alternatif
strategi yang fersedia serta kecakapan menjadikan strategi tersebut Iebih
operasional dan berjalan dengan lebih baik, Hambaten yang bersifat
kemanusiaan di dalam reformasi administrasi akan terus ditemui selama usaha
itu belum berakhir.
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BAB IIX

DIMENSI ADMINISTRASI DALAM REFORMASI ADMINISTRAST

A. Tujuan dan Tipe Reformasi

Sejak tanggal 13 Mei 1998 rakyat meminta agar Presiden Soeharto
mengundurkan dird. Tanggal 4 Mei 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta & di
Surakarta. Tanggal 15 Mei 1998 Presiden Soeharto pulang dari mengikuti KTT
G-15 di Kairo, Mesir. Tanggal 18 Mei para mahasiswa menduduki gedung
MPR/DPR dan pada saat itu ketua DPR/mengikuti KTT G-15 di Kaire, Mesir.
Tanggal 18 Mei para mahasiswa menduduki gedung MPR/DFR dan pada saat
itu ketua DPR/MPR mengeluarkan permnyataan agar Presiden  Socharto
mengundurkan diri, Hal ini jelas berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang
merosot sampai Rp15.000 per dollar. Dari realita di atas, akhimya tanggal 21
Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada B.J. Habibie, yang

‘membuka peluang suksesi kepemimpinan nasional kepady B.J. Habibie. Tujuan

reformasx adalah terciptanya kebidupan dalam bidang polifik, ekonomi, hukum,
dan sosial yang Iebih baik dari masa sebelumnya.

Melihat situasi pohuk dan kondisi ekonomi yang semakm tldak terkandah
rakyat Indonesia menjadi semakin kitis, behwa Indonesia di . bawah
pemerintahan Orde Baru tidak berhasil menciptakan negara yang makmur, adil,
dan sgjahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Atas kesadaran ity, rekyat
secara bersama-sama dengan dipelopori oleh mahasiswa dan para cendekiawan
mengadakan suatu gerakan yang dikenal dengan nama Gerakan Reﬁamam

Tujuan reformasi dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan secara serius dan bertehap untuk menemukan nilai-
m1a1 baru dalam kehidupan berbangsaan bernegara.

2. Menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk penmdangan dan
konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh
masyarakat bangsa.

3. Melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan baik paht:k ekonomm
sosial budaya, maupun pertahanan keamanan,

4. Menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam
masyarakat bangsa vang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi, seperti
KKN, kekuasaan - sewenang-wenangfotoriter, penyimpangan dan
penyelewengan yang lain dan sebagainya,
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Tujuan gerakan reformasi secara wmum adalah memperbarui tatanan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bidang ekonomi, politik,
hukum, dan sosial agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Secara khusus, tujuan gerakan reformasi, antara lain:

1. Reformasi politik bertujuan tercapainya.demoksatisasi;

2. Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat;

3. Reformasi hukum bertujpan tercapainya keadilan bag1 seluruh rakyat
Indonesia;

4. Reformasi sosial bertujuan terwujudkan integrasi bangsa Iudunema

Mosher (Leemans) berpendapat bahwa tujuan dari reformasi administrasi adalah
merubah kebijakan dan program, meningkatkan efektivitas administrasi,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan melakukan antisipasi terhadap
kritikan dan ancaman dari luar. Menurut Caiden (1969), tugas dari para pelaku
reformasi administrasi adalah untuk meningkatkan kinerja administrasi bagi
individual, kelompok, dan institusi dan' memberikan masukan tesitang cara-cara
yang dapat ditempuh untuk dapat mencapai tujuan dengan lébih efektif,
ekonomis dan lebih cepat Dror (Zauhar, 2002) berpendapat bahwa reformasi
pada hakekatnya meropakan usaha yang berorientasi pada fujuan yang befsifat
multidimensional.

Terdapat 6 (enam) tujuan reformasi yang dapat dikelompokkan menjadi dua
bagian besar, tiga tujuan reformasi bersifat intra-administrasi yang ditupukan
untuk menyempurnakan administrasi intermal dan tiga tujuan reformasi lainnya
berkenaan dengan peran masyarakat di dalam sistem adrmmstras1. Tujuan
internal reformasi administrasi yang dimaksud meliputi:

1. Efisiensi administrasi, dalam arti penghematan uang, yang dapat dicapa
melalui penyederhanaan formulir, perubahan prosedur, penghilangan
duplikasi dan kegiatan organisasi metode yang lain,

2. Penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi sepertl korupsi, pilih
kasih dan sistem teman dalam sistem politik dan Jain-lain.

3. Pengenalan dan penggalakan sistem merit, pemakaian PPBS, pemrosesan
data melalui sistem informasi yang otomatis, peningkatan penggunaan
pengetahuan ilmiah dan lain-lain,

Sedangkan tiga tujuan lain yang berkaitan dengan masyarakat adalah:
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1. Menyesuaikan sistem  administrasi ferhadap meningkatnya keluhan
masyarakat. : : ‘ ' ”

2. Mengubah pembagian pekerjaan antara sistem administrasi dan sistem
politik, seperti misalnya meningkatkan otonomi profesional davi sistem
administrasi dan meningkatkan pengaruhnya pada suatu kebijaksanaan,

3. Mengubah hubungan antara sistem administrasi dan’penduduk, misalnya
melalui relokasi pusat-pusat kekuvasaan.

Pollitt (2003) berpendapat bahwa terdapat tiga tujuan untuk melakukan
reformasi antara lain:

1. Penghematan (to save money)
Terjadinya krisis ekonomi yang melanda dunia yang memaksa pemerintah
untuk melakukan gerakan pemangkasan- anggaran (scissors movement),
Pemangkasan anggaran ini dilakukan karena meningkatnya dana yang
dikeluarkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (welfare cost)
‘sedangkan kesempatan untuk menarik pajak baru dari masyarakat menipis.
Pemangkasan pengeluaran publik merupakan agenda utama dari pemenntah.
2. Keinginan untuk memperbaiki kinerja selctor publik
Beberapa pejabat politik dan pejabat pemerintab percaya bahwa dengan

meningkatkan kinerja sektor publik, dapat membantu pemerintah untuk

meningkatkan kepercayaan masyarakat terbadap pemerintah yang pada
akhimya akan meningkatkan legitimasi pemerintah. Upaya-upaya yang dapat
dilakukan antara lain dengan wmeningkatkan kualifas layanan dan
produktivitas.
3. Menemukan mekanisme baru bagi akuntabilitas publik.

Hal ini disebabkan adanya berbagai pola berbeda yang digunakan pejabat
pemerintah dan aktor politik dalam melakukan pertanggungjawaban terhadap
publik.

Sedangkan Hahn Been Lee (Zavhar, 2002) berpendapat bahwa terdapat tiga
tujuan dilskukannya reformasi administasi antara lain: '

1. Penyempurnaan Tatanan (improved order)
Keteraturan atau order merupakan kebajikan yang melekat datam
pemerintahan. Apabila yang ingin dituju adalah penyempurnaan tatanan, maua
tidak mau reformasi harus dioriantasikan pada penataan prosedur dan kontrol.
Yang sangat diperlukan oleh admmistrator dalam em bam ini adalah
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menghiadang agen pembaru. Sebagai konsekuensi logisnya maka birokrasi
yang kokoh dan tegar perlu segera dibangun. Tipe reformasi yang dilakukan
dengan penyempurnaan tatanan disebut dengan reformasi prosedural
(procedural reform),

2. Penyempurnaan Metode (improved method)
Penyempurnaan yang dilakukan adalah dalam bidang tekiis dan metode
kerja. Teknik dan metode yang baru ini dapat dikatakan bermanfaat bila bisa
mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas. Apabila tujuan dari reformasi
administrasi diartikulasikan dengan baik dan secara efektif diterjemahkan ke
dalam betbagai program aksi yang nyata, penyempurnasn metods akan
memperbaiki implementasi program, yang pada akhimya akan meningkatkan
realisasi pencapaian tujuan. Tipe reformasi yang dilakukan dengan
penyempurnaan mefode disebut dengan reformasi teknis (techmmi reform).

3. Penyempurnaan Kinerja (improved permormance)
Pettyempurnaan kinerja lebih bernuansa tujuan dalam substan51 program
kerjanya dari pada penyempumnaan keteraturan matpun penyempurnaan
metode teknis administratif. Fokus wtamanya adalah pada pergeseran dari
bentuk ke substansi, pergeseran dari efisiensi dan ekonomis ke efektifitas
kerja, pergeseran dari kecakapan birokrasi ke kesejahteraan masyarakat. Tipe
reformasi yang dilakukan dengan penyempurnaan. kinerja discbut dengan
reformasi program (programmatic reform). Berdasarkan beberapa pendapat
para ahli yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara
umum twjuan reformasi administrasi adalah uotuk meningkatkan kinegja
(performance) organisasi.

B. Tipe-tipe Birokrasi

Birokrasi adalah entitas penting suatu negara, Secara etmmlogxs birokrasi
berasal dari kata Biro (meja) dan Kratein (pemerintahan), yang jika disintesakan
berarti Pemerintahan Meja. Birokrasi menurut kamus umum Bahasa Indenésia
alaj system pemerintahan yang dijalankan oleh pegawau pemierinfali Karena
telah berpegang pada hierarki dan jen jang jabatan. Atau dalam definisinya yang
lain, birokrasi adatah cara bekerja atau susunan pekerjasn vang sérba lamban,
serta menuryt tata aturan yang banyak liku-likunya.

Di dalam pendekatan institusiona, khususnya di dalam skema, tercantum 'lalu-
tintas' administrasi negara dari eksekutif 'turun’ ke Kebijakan Administrasi, lalo
ke Administrasi dan yang terakhir ke pemilib. Artinya, setiap kebijakan setiap
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kebijakan negara yang yang diselenggarakan pihak eksekutif diterjemabkan ke
dalam bentuk kebijakan administrasi negara, di mana pelaksapaan dari
administrasi tersebut dilakukan oleh lembaga birokrasi. Kita mungkin mengenal
badan-badan seperti Departemen, Kanwil, Kantor Kelurahan, Kantor Samsat, di
mana kantor-kantor tersebut semua merupakan badan-badan birokrasi negara
yang mengimplementasikan kebijakan negara dan bersifat langsung
berhubungan dengan masyarakat.
Menurut Weber (Santosa, 2012:2) birokrasi adalah salah satu bentuk organisasi
belaka. Penerapan brokeasi senantiasa dikaitkan dengan tujusn yang hendak
dicapai. :
Sedangkan J.B Kristiadi (Pasolong, 2013:67) mengatakan bahwa birokrasi
adalah merupakan struktur organisasi di sector pemerintahan, yang memiliki
ruang lingkup fugas-tugas sangat luas serta memerlukan organisasi-besar dengan
sumber daya manusia yang besar pula jumlahnya. Birokeasi yang dimaksudkan
untuk penyelenggaraan . bernegara, penyelenggaraan pemerintahan, termasuk
didalamnya penyelenggaraan pelayanan umum dan perhbangunan, seringkali
oleh masyarakat diartikan dalam konotasi yang berbeda. .
Kemudian Priyo Budi Santoso (Pasolong, 2012:67) mengartikan birokrasi
sebagai kescluruhan organisasi pemerintah yang menjalafkan tugas-tugas
negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah dibawah departémen dan
lembaga-lembaga nondepartemen, baik di pusat maupun di daerah seperti di
tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa atau kelurahan,
Ditinjau- secara politik, karakteristik birckrasi menurut Weber hanya menyebut
hal-hal yang ideal. Artinya, terkadang pola pengangkatan pegawai di dalam
birokrasi yang seharusnya didasarkan atas jenjang pendidikan atau hasil ujian,
kerap tidak terlaksana. Ini diakibatkan masih berlangsungnya pola pengmgkatan
pegawai berdasarkan kepentingan pemerintah.
Seringkali orang menyentuh birokrasi, maka seketika itu pula muncul nama Max
Webér. Begitu besamya pengaruh pemikiran Max Weber sehingga bxro_kras1
senantiasa diasosiasikan dengan Weber.
Birokrasi Weber mendasarkan diri pada hubungan antara kcwenaugan
menempatkan dan mengangkat pegawai bawahan dengan menentukan tngas dan
kewajiban dimana perintah dilakukan secara tertulis. ‘
Miftah Thoha (2003; 17) menyederhanakan pemikiran Weber dan Adbrow
mengenai kriteria-krieteria dalam tipe ideal birokrasi yang rasional, yakni:
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| 1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatanya

manakala ia memalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam
jabatannya,

2. Iabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas kebawah dan
kesamping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula
yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.

3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki #tu secara spesifik
berbeda satu sama lain,

4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang hares dijalankan. Uraian
tugas (job description) masing-masing pejabat merupakan domain yang
menjadi wewenang dan tanggung Jawab yang harus dijalankan sesuat dengan
kontrak.

5. Setiap pejabat d&sclcks: atas dasar kualifikasi pmfesnonia:tasnya, ldeainya hal
tersebut dilakukan melatui vjian kompetitif.

6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiunan
sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap jabatan -

bisa memutuskan yntuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai
dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaam tertentu.

7. Terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan prorosi

berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif.
8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan )abatannya dan
resources instasinya untuk kepentingan pribadi dant keluarganya.
9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem
yang dijalankan secara disiplin,

Di Amerika Serikat, terdapat 4 jenis birokrasi yaitw (1) The Cabinet

Departments (departemen-departemen di dalam kabinet), (2) Federal Agencies
(agen-agen federal), (3) federal Corporation (perusahasn-perusahaan federal
milik federal), dan (4) Independent Regulatory Agencies agen-agen pengaturan
independen).

temen-departemen dalam kabinet terdiri -atas bebefapa beberapa lembaga
bxmkrasx yang dibedakan menurut tugasnya. Ada departemen tenaga kerja,
departemen pertahanan, atan departemen pendidikan. Tugas utama dari
departemen-departemen ini adalah melaksanakan kebijaksanaan umum yang
telah digariskan oleh lembaga eksekutif maupun yudikatif.
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Agen-agen federal merupakan kepanjangan tangan dari lembaga kepresidenan.
Ia dibentuk berdasarkan pilihan dari presiden yang tengah memerintah, oleh
sebab itu sifatnya lebih politis ketithbang murni administratif. Organisasi NASA
di sana merupakan salah satu contoh dari agen-agen federal. Contoh dari
birokrasi ini juga diposisikan oleh FBI (Federal Burean Tnvestigation). Di
Indonesia agen-agen seperti ini misalnya Badan Tenaga Atom Nasmnal (Bamn)
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). :

Korporasi-korporasi federal merupakan birokrasi yang ‘memadukan . antara
posisinya sebagai agen pemerintah sckaligus sebagai sebuah lembaga bisnis. Di
Indonesia contoh yang paling endekati adalah BUMN (Badan Usaha Milik
Negara). Meskipun negara (eksekutif) terkadang masih merupakan pihak yang
paling menéntykan dalam pengangkatan pejabatnya, tetapi.secara umum,
sebagai sebuah lembaga bisnis ia memiliki otoritas untuk menentukan jenis
modal dan juga memutuskan apakah perusahaan akan melakukan pemekaran
organisasi atau sebahknya, perampingan. Di Indonesia, contoh dari kogporasi-
korporasi milik negara ini misalnya Perusahaan Jawatan* Kereta, Api (PIKA),
Garuda Indonesia Airways (GIA), Perusahaan Listrik Negara (PNL) atau Bank
Mandiri.

Agen-agen Pengaturan Independen, sebagai jenis birokrasi yang terakhir,
merupkan  birokrasi = yang dibentuk berdasarkan kebutuhan “untuk
menyelenggarakan regulasi ekomomi terhadap dunia bisnis, ‘di mana
penyelenggaraan tersebut berkaitan secara langsung dengan kesejahteraan
masyarakat. Di Indonesia kini dibentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasmnal
(BPPN) yang berfungsi untuk melakukan rekstrukturisasi kalangan bishis tanah
air yang di masa lalu dianggap banyak merugikan keuangan negara, dan secara
lebih jauh, kesejahteraan masyarakat Indonesia akibat, katakanlah, kredit-kredit
macet' meteka. Selain ity, contoh bisa kita sebutkan miisalnya Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum KPU), Komisi
Pengawasan Persamgan Usaha (KPPU), K(JmlSI Penyiaran Indones;a (KPI), dan
sgjenisnya.

C. Peran Birokrasi dalam Pemerintahan Modern
Michael G. Roskin, meneyebutkan bahwa sekurang—ku:angnya ada 4 fungsz
birokrasi di dealam suatu pemerintaban modern. Fungs-fungsi tersebut adalah :

53



BARB IV

DIMENSI POLITIK DALAM REFORMASI ADMNISTRASI

Frase reformasi administrasi, menurut Groves (1971), paling tidak mempunyai 2
arti, yaitu:

Pertama, disamakan dengan administrative change, yakni beragam kegiatan
vang berkaitan dengan revisi prkatek admnistyrasi dan orgamisasi. Dalam
hubﬁngan Montgomery (1967, p.1) mengartikannya sebagai ... a pofitical
process design to aq’jﬁsz the relationship between a buareacracyy it self Jadi
ereformasi adminitrasi merupakan proses politik yang dirancang untuk
menyérasikan hubungan-hubyngan tirabal balik antar birikrasi dengan betagain
unsur dalam masyrakat, -atau ynsur dalam birokrasi.

Kedua, reformasi admnistrasi dipandang sebagai pencangkokan teknologi
admnistrasi yang berasal dari Barat ke Negara sedang berkembang. Pandangan
kedua ini didasarkan pada asumsi bahwa Negara Barat telah mencapai
kapabilitas admnistrasi yang ‘cukup ‘maju, schingga taka da salahnya jika di
transfer ke Negara sedang berkembang Qleh karena itu maka penyempurnaan
atau upgrading admnistrasi sebisa mungkin segera dﬂaksanakan Dengan
demikien maka menurut pandangan yang kcdua ini, reformasi administrasi
merupekan kegiatan yang tak terpisahkan "dari bantuan teknis bidang
Administrasi Negara di kehanyakan Negara sedang berkﬁmbang (Heady,
1966;Montgomery and Siffin, 1966;) untungnya, kegiatan ini mendapatkan
dukungan dari para perehcana, pejabat sipil tingkat tinggi serta para elite
ckonomii dan eleite modern yang lain Merteka yang pada umumnya
berpendidikan Barat ini, sangat anfusias sekali wnatuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan mdnstnahsam Untuk adanya birokrasi yang efisien,
professional, mumpuni dan tangguh kualifikasinya (Tlchman, 1965, p. 314-320).

Membahas dimensi politik dari reformasi administrasi, perlu kiranya dan sangat
relevan mengaitkannya dengan buku Huntington yang berjudul Political Order
in -Changing Societies. Sebeb dalam buku tersebut Huntington sangat
memperhatikan aspek institusinalisasi, salah satu aspek yang menjadi perhatian
utama reformasi admnistrasi. Keberadaan institusi politik dan kemampuannya
untuk memenuhi kepentingan public, katanya, merupakan unsur yang dapat
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membedakan suatu mgsyarakat itu secara politik sudah maju atau masih
terbelakang. Pemerintahan yang majui adalah pemerintahan yang mampu
memerintah dengan efektif, dan pemerintahnan yang mampu memerintah
dengan efekti adalah yang mempunyai institusi politik yang kuat. Tantangan
yang diahadapi oleh Negara sedang berkembang dengan demikian, adalah
membangun dan mempertahankan institusi yang kuat dalam massa fransisi.

Untuk mengefahni apakah usaba reformasi admnistrasi mendukung atau
menghambat usaha pencapaian institusi yang kuat atau variable, perlu dikaji
suatu tipe rezim dan penguasa politik yang ada disuatu Negara. Ada beberapa
tipe rezim yang sangat mendukung usaha reformasi admnistrasi akan tetapi
kurang berhasil dalam mengembangkan institusi politik yang solid dan kokoh.
Tetapi hal yang sebaliknya bias terjadi di mana para elite penguasa yang ada
mampt menciptakan institusi poht:k yang kuat, namun tidak mendivkung usaha
reformasi admnistrasi. Tetapi apapun keadaannya, kondisinya sangat ditentukan
oleh elite penguuasa yang ada dalam suatu Negara. -

Reformasi admnistrasi merupakan bagian yang sangat penting dalam
pembangunan di nehara-negara yang sedang berkembang, terlepas dari tingkat
perkembangan atau kecepatan pertumbuhannya dan arah serta tujuannya.
Semata-mata hanya karena kemampuan admisnitratif dlpandang semakin
penting artinya bagi terlaksananya keblj aksanaan dan pembangunan

Studi kasus di bebempa Negara berkembang menun;ukkan bahwa peran yang di
mainkan oleh elite penguasa (militer, birokrasi, parpol teknokrat dan pemimpin
yang dominan) cukup mementukan di dalam pencapaian tujuan reformasi
administrasi. Walaupun diakui bahwa factor lingkungan yang kondusﬁ' juga
tidak kecil artinya bagi tercapainya tajuan reformasi adminsitrasi.

A. Militer dan Reformasi Administrasi

Apabila kita menliti proses perturmbuhan negara-negara baru atau negara yang
sudah lama merdeka seperti halnya di negara-negara Amerika Latin, kita akan
dihadapkan pada kenyataan bahwa militer seringkali memainkan peranan yang
sangat penting dalam kehidupan politik negara-negara tersebut. Premsi dasar
dari demokrasi Barat yang menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata hanya
berfungsi sebagai penjaga keamanan negara dan bahwa kepemimpinan politik
akan aman di tangan orang sipil, dapat dikatakan tidak berlaku bagi negara yang
sedang berkembang,
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Dalam banyak kejadian, militer telab memjadi wnswr  kegiatan  yang
menempatkan dirinya dalam: politk di negara yang sedang berkembang
Keterlibatan militer dalam politik dapat melalui bermacam-macam cara. Namun
pada umumnya pihak milliter mengambil alih pemerintahan pada waktu
terjadinya kekalutan politik di suatu negara, dengan dalth untuk memelibara
ketertiban - dan kestabilan nasional. Di beberapa negara ysng sedang
berkembang, kebadiran militer dalam pemerintahan sering kurang dapat
diterima, seperti halnya yang terjadi di negara-negara Amerika Latin, Dalam hal
yuang demikian ftujuan dari rezim militer biasanys cenederang untuk
menimbulkan reaksi melawan terhadap prograim dan struktur dari rezim yang
dijatuhkan. Ha! ini dilakukan karena mereka seringkali lebih berkepentingan
terhadap usaha-usaha guna mengakhiri konflik dengan menymgklrkan parpol-
parpol vang kuat yang ada sebelum terjadinya pengambilalitan kekuasaan,
Dalain hal ini rezim militér yang sedang berkuasa biasanya kurang berminat
untuk melakukan reformasi administrasi. _. _
Seperti halnya pada para pemimpin yang dominan, hal yang sangat mencolok
pada militer dalam politik adalah rendahnya institusionalisai politik. Militer
berperan karean a&an}ra perpecahan, kekecawan, dan kesemrawntan. Tetapi
biasanya karean kekuatat fisiknya dan komitmennya yang tinggi terhadap
disiplin, menyebabkan militer menjadi kuat dalam kancah politik di suatu negata
yang institusi dan proses palitiknya tidak begitu stabil..

Karena itulah maka militer lebih dapat diandalkan dan lebib cocok dalam
pengembangan institusi daripada pemimpin yang personalistik. Basis
kekuasaanya lebih mapan daripada pemimpin yang personalistik dan pada
urmum ya lebih tahan terhadap ancaman institusi politik. Latar belakngnya yang
sangat institusional menyebabkan militer menyebakan militer menjadi sumber
pemahaman nilai institusional. Di dalam realitasaya rezim militer tidak begitu
mempunyai banyak pendukung yang kuat sebagaimana gﬁbayangkan oleh
kebanyakan orang. Alasannyha adalah ka:ena'pada umumnya militer enggan
terhadap kekacauan politik rezim militer biasanya mengambil alih kekuasaan
setelah terjadinya kekacauan politik, guna menjaga keamanan dan harmoni
nasional. Alsan masuknya ke dalam politik adalah mengakhiri kemelut politik,
dan setelah itu, ia biasanya menjungkirbalikan institusi pelitik yang sudah ada.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rezim militer dapat merupakan
kekuatan yang mendukung reformasi administrasi. Perbedaan sikap ini sangat
tergantung dari sikap pemimpin utamanya. Apabila sorang atau lebih tokoh yang
dominan dalam pemerintahan militer mendukung usahd reformasi admnitrasi,
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maka rezim tesebut cenderung memberikan dukumgannya kepada ussha
reformasi admnistrasi.

Pakistan di bawah rezim militer Ayub Khan adalah merupakan contoh di mana
rezim militer menyadari akan petingnya reformasi adminitrasi dalam
pemerinthan. Sebelum Ayub Khan berkuasa, sekalipun suadah ada usaha-usaha
kea rah penyempurnaan admnistrasi sebagaimana yang telah dusulkan oleh 2
(dua) orang cksper (ahli} dari luar negeri, namun tidak ada satupun rencana
yang dilaksanakan, semata-mata karena tidak adanya dukungan dari penguasa,
yang ketika itu adalah Civil Service of Pakistar (Braibanti, p. 142-144).

Namun hal yang sebaliknya dapat terjadi, di mana militer tidak mernbeérikan
dukungan terhadap usaha reformasi admnitrasi. Kasus yang demikian dapat kita
temukan di Birma di mana rezim militer berpendapat bahwa aparatur admnitrasi
merupakan kekuatan konscrvatif yang harus dihancurkan apabila dibarpakan
terjadi modernisasi yang lebih revolusioner. Kondisi ini pula dapat dl_}ml'tpal di
Venezuela di bawah rezim Perez Jiminez.

R

B. Partai Politik dan Reformasi Admm}stram

Partai politik adalah crgamsasx politk yang menjalani id cologi tertentu atau
dibentuk dengan tujuan khusus. Elemen kekuatan politik Is:edua dinegara sedang
berkembang yang dianggap sebaga1 agen pembaru adalah partai politik.
Sckalipun di kebanyakan negara sedang berkembang banyak terdapat ragam
partai politik, namun sedikit sekali yang mempunyai kekuasaan yang seimbang
dengan pusat-pusat kekuasaan yang ada di negara tersebut.

Partai politik yang dapat mempa.kan elemen kekuatan yang penting di negara
sedang berkembang ialah partai politik yang mampu mengorganisir ‘sejumlah
besar anggotanya yang merapakan basis kekuatannya. Di datam mengorganisir
pengikutnya, pada wmumnya mereka menggunakan berbagai macam teknik
seperti misalnya ideologi dan d1$1p11n kepartazan

Di samping ada partai politik yang dapat menyusun kekuatan dan memegang
peranan penting di negara sedang berkembang, banyak juga partai politik yang
tidak mempunyal posisi, disebabkan oleh kecilnya partai tersebut dan ambisi
pribadi dari pemimpinnya, .

Pada umumnya para pemimpin partai politik di negara sedang berkembang
sedikit sekali yang memberikan prioritas terhadap usaha reformasi administrasi.
Hal ini disebabkan, mereka lebib berkepentingan terhadap program-program
pembangunan yang subtansif atau oleh karena mereka disibukkan dengan usaha-
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sahan . untuk memelihara atau untuk mengkonsolidasikan kekuatan

politiknya.Reformasi administrasi dipandang sebagai sebuah proses umum yang
menembus semua tahap mulai dari administrasi dimana mengandung arti sebuah
kapasitas yang penting -dan dibutuhkan untuk memperkenalkan adanya
kreativitas ke dalam unit-unit administrasi pada tingkat apapun untuk mencapai
tujuan pembangunan Negara. Jadi, sebagimana golongan militer, partai politik
pun dapat menjadi kekuatan vang mendukung, namun dapat pula menjadi
kekuatan yang menghambat terhadap usaha reformasi administrasi.

Akhir-akhir ini tampak adanya pandangan yang mendua terhadap sosok dan cara
kerja aparatur pemerintah di beberapa negara dan daetah. Pandangan pertama,
menganggap bahwa birokrasi pemerintah ibarat sebuah perahu besar yang dapat
menyelamatkan seluruh warga dari “bencana’ banjir ekonomi maupun politik.
Dengan dilengkapi militer dan partai politik yang kuat, organisasi pemérintah
sebagai dewa penyelamat dan satu-satunya organ yang dikagumi masyarakat.
Pandangan ini didasarkan atas asumsi bahwa diddlam mengolah sumberdaya
yang dimiliki, organisasi ini mengerahkan para intelektual dari beragam latar
belakang pendidikan, schingga keberhasilannya“lebih dapat terjamin. Oleh
karena itu, mereka berkesimpulan bahwa birokeasi pemeriniah memegang peran
utarna, bahkari peran tusiggal, dalaim pembangunian suatu negara maupun dagrah
Pandangan kedua, menganggap birokrasi pemenntah sering menunjukkan gejala
vang kurang menyenangkan, Sering, bahkan hampir selalu, birokrasi pemerintah
bertindak canggung, kurang terorganisir dan jelek koordinasinya, menycleweng,
otokritik, balikan sering bertindak korup. Para aparamya kurang dapat
menyesuaikan diri dengan modernisasi onentasl pembangunan dan perilakunya
kurang inovatif, serta tidak dinamis. Keadaan semacam ini akan menyebabkan
birokrasi pemerintah mendommam sehlmh organ pohtlk dan menjauhkan diri
dari masyarakat.

Partai kongres di India misalnya, merupakan pattai yang membenkan dukungan
terhadap gerakan reformasi administrasi. Sebaliknya pariaj yang berkuasa di
Meksiko, Institutionalized Revolutionary Party, menunjukkan tidak adamya
minat terhadap reformasi administrasi, Di Venezuela, Democratic Action Party
yang memegang kekuasaan pada tahun 1959 telah memprakarsai reformasi
administrasi di bidang keuangan dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada
tahap-tahap perencanaan reformasi administrasi. Namun sayangnya pada tahap
implementasi partai tersebut tidak memberi dukungan, schingga usaha

- pembaruan tersebut tidak banyak membawa hasil.

62

R T

Montgomery mempergunakan konsep yang diberi nama Annoyance dalam

- mengananlisismasalah reformasi administrasi dan peranan partai politk di

negara sedang berkembang. Dia berpendapat bahwa pemerintah merasa sangat
perlu untuk mengadakan pembaruan aparatnya. Hal ini perlu dilakukan
bilamana kerja dari birokrasinya sangat mengganggu para pemimpin politik,
dalam arti birokrasinya sangat mengahmbat pelaksanaan kebijaksanaan
pemerintah. Dalam keadaan yang demikian barulah pemimpin politik cenderung
untuk mengadakan pembaruan, yang dalam pelaksanaannya lebih ditekankan
kepada perubahan personel dan bukan pada perobahan sturktural. Hanya apabila
dirasakan oleh para pemimpin pelitik bahwa perubahan - struktural vang
menyeluruh dianggap penting untuk mengkonsolidasikan negara, baru merekan
akan mengambil tindakan tersebut.

Sikap yang tidak konsisten dari parpol terhadap usaha pembaruan administrasi

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Parpol pada umunya lebih menyukai sistem parronage dalam recruitmnet,
seleksi dan promosi. Hal ini bertentangan dengah gerakan -pembaruan
administtasi yang umumnya cenderung untuk memakai sisterm merit.

2. Sumber konflik yang lain antara parpol dan pembaruan administrasi-ialah
hal-hal yang berkenaan dengan prioritas dari pembaruan. Parpol cénderung
untuk mementingkan pembaruan yang substantif; seperti = misalnya
Landreform, pembaruan di bidang kesehatan dan pembaruan lain yang
hasilnya dapat secara langsung dirasakan olch para pengikutnya,
pemimpinnya ataupun masyarakat pada wmymnya. Lain halnya dengan
pembaruan administrasi di mana hasilnya tidak dapat secara langsung dan
tidak dapat segera dinikmati oleh para pengikutnya. Sebagai contoh misalirya
program landreform telah digunkan oleh PKI untuk memperoleh poptilaritas
dan dukungan dari masyarakat pedesaan. Parpol pada umumnya beranggapan
bahwa administrasi bukanlah - stracgi yang dapat digunakan untuk
memperoleh dukungan suara.

C. Birokrasi dan Reformasi Administrasi

Birokrasi mempakan suatu sistern ragional atau struktur yang terorgams;r yang
diranicang sedemikian ropa guna memuugkmkan adanya pelaksanaan kebijakan
publik yang efektif dan efisien. Derajat keterbukaan hirokrasi dapat dilihat dari
aksesibilitas masyarakat untuk berhmbungan dengan birokrasi, luasnya
pelaksanaan recruitment, kebebasan kelompok lain untuk mémasul;i jajaran
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esclon birokrasi untuk mendistribusikan kekuasaanya pada kelompok lain,
Klasifikasi ini sangatlah relevan dengan reformasi administrasi. Hal ini
berkaitan erat dengan tingkat keseringan birokrasi melakukan kontak dan
{ransaksi dengan masyarakat luas, schingge akan tampak derajat kepekaan
birokrasi terhadap peérubahan yang ferjadi yang mana umumnya terjadi di
kebanyakan negara yang sedang berkembang Walaupun birokrasi bukatilah
merupakan unsur yang paling penting di semua negara sedang berkembang,
namun birckrasi dapat menjadi pemrakarsa dalam reformasi administrasi. Akan
tetapi hal yang sebaliknya dapat terjadi di mana birokrasj merupakan sumber
utama yang mepentang usaha reformasi admdnistrasi Reformasi Adminigtrasi
negara dewasa ini semakin banyak menjadi sorotan. Secara empiris, gejala ini
disebabkan oleh perkembangan masyarakat sebagai akibat adanya globalisasi,
memaksa semya pibak, utamanya birokrasi pemerintah, uniuk melakukan revisi,
perbaikan dan, mencari alternatif baru tentang sisitem administrast Negara yang
cocok dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman.
Diakui bahwa discbabkan oleh adanyd hubungan yang sangat erat antara
- birokrasi dan penguasa, maka birokrasi sangat mudah sekali terpenganib oleh
orde politik. Hal yang deikian ini kbususnya sanget umum tegadi' di-negara
sedang betkembang. Di Amerika Latin misaloya, terbukti bahwa kejatuhan
suatu rezim telah menyebabkan kehancuran total posisi birokrasi. Akan tétapi di
~ negara-negara di mana - proses pembauan terjadi secara lebih perlaban dan
dikontrol oleh golongan elite seperti misalnya yang terjadi di Thatfand atau
negara dimana birokrasi telah memperolch prestise yang luar biasa dalam
hubungan dengan masa lalw melalui orde kolonial seperti ‘hisalnya yang terjadi
di India, Pakistan dan Malaysia, keadaan - seperta disebutkan d1 atas, tidak akan
terjadi.
Birokrasi merupakan faktor politik yang harus - d{perhmmgkan Dalam konteks
pembangunan politik (political development) birokrasi telah tuenjadi saiah satu
objek pembantahan/perdebatan ilmiah yang mengasyikkan.
Ralph Braibanti mengemukakan bahwa birokrasi yang kuat merupakan institusi
yang samagt vital di dalam mencapai integrasi dan pembangunan nasional.
Sebaliknya Fred W. Riggs dan Lucian Pye berpendapat bahwa birokrasi yang
kuat di negara sedang berkembang justru merupakan penghambat.p@mbgngunan
institusi politik, seperti parpol dan kelompok kepentingan. Sehingga dengan
demikian birokrasi sangat menghalangi pembangunan poelitik. Kedua kutub
pendapat tersebut masing-masing mengandung kebenaran di dalamnya. Dalam
* hubungsin denigan reformasi adtministrasi sebagaimana haltya dalam petmbaruan
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politik, peranan birokrasi dapat bersifat positif, tetapi dapat pula bersifat negatif
Akan tetapi menurut Habn Been Lee, di negara sedang berkembang karepa sifat
birokrasinya masih merupakan birokrasi yang bersifat campuran antara birokrasi
tertutupdan birokrasi terbuka, maka pada umumnya birokrasinya kurang
emberikan dukungan terhadap usaha pembangunan ataupun reformasi
administrasi. _
Dapat dipastikan apabila stabilims institusi menjadi bukti dari adanya
berpengaruh dan karenanya sangat mendukung reforms: admmlstras: sepertl
kasus yang terjadi di Pakistan. Pada sisi lain keberadaan birokrasi yang kuat
secara politik dapat menyebabkan institusi politik lainnya sulit berkembang '
Birokrasi yang kuat yang selalu menjadi pelopor gerakan reformasi administrasi,
khususnya apabila dilakukatt oleh orang luar. Sebagai suatu struktur politik yang
mempunyai kekuatan sangat menentukan, birokrasi d:tharapkan mempelopori
digimakannya kecakapan teknis yang tinggi dalam pengambilan keputusan
Tetapi juga perlu diakui bahwa wusulan reformam admuustrasx yang
dikembangkan oleh para tenaga ahli (expert) yang bcrpendldlkan Barat, yang
menekankan pemisaban yang tegas antara politik dan admmstms;
menempatkan administrasi pada posisi yang sangat rendah. Seperti kasus yang
terjadi di Pakistan, para tenaga ahli Amerika mengusulkan seorang generlist
dalam birokrasi yang kurang mempunyai keahlian khusus. Sebagai aklhatnya
elite generalist tersebut ditempatkan pada posisi yang sangat feudah o
Bagaimananpun juga birokrasi yang bergengsi dan cakap sangat dipertukan
guna menjaga situasi prcfesmnahsme dan keadaan ini memerlukan dukungan
dari reformasi administrasi.
Di Malaysia, yang dimaksud dengan Closed Bureaucracy ialah Clvﬂ Service
yang merupakan golongan elite yang sangat dihormati dan memiliki prestlse
serta bersifat tertutup.
Negara yang tidak menganut paham reforma51 administrasi dan lebxh menyukal
status quo, Negara dengan pendekatan pragmatis murni terhadap: reformasi
administrasi artinya melakukan pembaharuan dengan alakadamya saja, serta
tidak ada perangkat institusional untuk mengimplementasikannya
1. Negara-negara yang sangat keranjivan terhadap reformasi administrasi dan
melengkapinya dengan seperangkat perabot formal wuntuk isian dan
evaluasinya
2. Negara-negara yang telah mengalami pembaruan yang dlpemleh dari luar
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BABYV

STRATEGI REFORMASI ADMINISTRAST

Pada awalnya, konsep strategi digunakan dalam kalangan militer, yang diartikan
sebagai seni memenangkan peperangan melawan musuh dengan pemanfaatan
kekuatan yang dimiliki ssecara maksimal. Pengertian ini sejajar dengan
pengerian strategi vang termuat dalam Webster’s Third New International
Dictionary of the English Language Unabridged (1966,p 256) yang menyatakan
bahwa Strategi adalah: '

1. The science and art of employing the political, economic, psychological,
and military forces of a nations .or group of nations to- aﬁorc? if!e
maximum support to adopted policies in peace or war,

2. The science and art of military command exercise to meet the enemy in
combat under advantageous conditions,

3. A careful plan or method or a clever stratagem ™

4. The art of devising or emplhying plans or stratagem toward a goal

Reformasi administrasi pun berkaitan erat dengan pengertian strategi, karena
pada hakikatnya reformesi administrasi merupakan aktivitas untuk
meningkatkan kemampuan memenangkan “ peperangan “ melawan ketidak
beresant administrasi dan beberapa jenis penyakit administrasi yang lain yang

banyak dijumpai di kebanyakan negara sedang berkembang.

Membahas strategi reformasi administrasi haruslah memperhatikan berbagai
macam variabel pembaruan. Variabel —variabel pembaruan inilah yang akan
menentukan jenis, ruang lingkup serta kecepatan suaty usaba reformasi
administrasi namun harus juga disadari bahwa di dalam memanipulasikan
berbagai macam variabel tersebut terlebih dahulu harus dilakukan pemilihan
yang tepat terhadap agen pembaruan, organisasi pembaruvan dan waktu
pembaruan,

Sedikit agak disayangkan, karena perhatian yang sistematis dari para ahli
terhadap pembaruan administrasi baru muncul beberapa decade belakangan ini.
Secara umwn, kronologi perkembangan perhatian itu adalah sebagai berikut;
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Pertama, para ahli mulai memutuskan perhatiannya pada masalah perubahan
organisasi termasuk di dalamnya perubahan organisasi publik.

Kedua, para penulis di bidang administrasi Negara dengan berbagai macam latar
belakang pendidikan yang berbeda mulai tertarik kepada aspek-aspek
pembabaruan di bidang pemerintahan.

Ketiga, ilmuan politik mulai mempelajari perubahan dalam tubuh bii‘okrasi
pemerintahan yang merupakan aspek ferpenting dalam sistem pnhtlk lembaga
politik dan proses politik,

Keempat, timbul bidang studi baru yang memadukan ilmu kebijkasanaan dan
pengambilan keputusan keputusan dengan lebih menitikberatkan  pada
permasalahan pembaruan administrasi.

Selumh permasalahan strategi reformasi administrasi dapat diurai kedalam
beberapa dimensi strategi, dimana penguraian ity mengejewantah ke dalam
beberapa pendekatan pokok. Pendekatan pokok ini di satu’pihak masih memiliki
kelemahan-kelemahan karena hdnya menckankan pada aspek tertentu saja,
namun dilain pilak ia memiliki kejelasan analitis. Karenanya, membandingkan
kutub-kutub pendekatan ini hendaknya jangan diinterpretasikan “pendekatan
yang satu lebih unggul dari yang lain, atau yang ini lebih unggul dari pada yang.
itu” tetapi hendaknya diinterpretasikan pendekatan yang satu ‘mempunyai ke
unggulan dalam berbagai aspek, namun juga mempunyai kelemahan pada aspek
yang lain.

A. Dikotominasi Strategi Reformasi Administrasi

Salah satu usaha untuk memperjelas beragam strategi reformasi administrasi
adalah dengan melakukan dikotominasi strategi. Dengan dikotoniinasi itu
diharapkan akan diperoleh kejelasan temtang perbedaan, rvang lingkup,
kelemahan dan kekuatan masing- masing strategi tersebut pendekatan pokok
dalam strategi reformasi administrasi yang dimaksud tlada lain adalah
pendekatan makro versus mikro, pendekaton structural versus pendekatan
perilaky, balanced versus shock oriented, incremenial versus inovatyf, dan
komprehensif versus parsial.

69




Pendekatan Makro versus Pendekatan Mikro

Di dalam kepustakaan reformasi administrasi masih terdapat pertentangan yang
tak kunjung henti antara pendekatan makro dan mikro. Mereka yang sependapat
dengan pendekatan mikvo mengatakan bahwa sebagian Negara sédang
berkembang gagal di dalam menerapkan pembarvan administratif secara
komprehensif ( makro ) karena sebagian besar dari mereka belum memiliki
persyaratan vang diperlukan . mereka sampai pada kesimpulan bahwa
pembaharuan yang bersifat parsial lebih dapat diferapkan pada semua kondisi
Negara sedang b'er‘k‘embang selain im mereka juga helpendapat bahwa

dalam hal ini. Albert Warteston mengatakan

Dengan memulai usaha pembaruan administrasi yang komptehensif Negara-
nepara berpendapat rendah seperti India Pakistan, Iran dan Filifina di Asia.
Venezuela, Colombia, Equador, Brazalia, Argentina dan chili di Amerika Latin,
Ethiopia, Ghana dan Libya di Afrika, selama bertahun-tahun telah berusaha
untuk meningkatkan efisiensi pelayanan umum, namun memperoleh hasil yang
kutang memadai semata-mata karena mereka menerapkan pendekatan makro.
usulan global yang kelihatannya baik dan menarik, berakhir tragis setalah
diimplementasikan.

Sebaliknya mereka yang sefuju dengan pendekatan makro berpendapat bahwa
kompleksitas dan ketergantungan factor-faktor administrative memaksa
diperlukanmya pembabaruan yang menyeluruh progam yang bersifat
menyeluruh ini harus dibuat untuk menanggulangi perkembangan yang terjadi
_ dalam kerangka umumn bagi pendekatan parsial atau piece-meal . mereka juga
mengatakan bahwa pendekatan parsial dapat mengakibatkan inkonsisensi,
kontradikasi dan konflik dalam sistem administrasi karenanya maka para
pengajur pembarvan administrasi menekankan perlunya gebrakan ( break-
through ) yang hanya dapat dicapai melalui pendekatan makro . pandangan ini
antara lain diungkapkan oleh N.K.Mukardji, ketika ia mengatakan ;

Pendekatan mikro cenderung tidak produktif, paling tidak untuk
Jangka pendek, karena hasil yang mengecewakan dapat menurunkan
atau mengurangi jumiah pendukung. Kasus di India menunjukan
kebenaran pendapat ini, karena hanya pendekatan yang kamjfrehensif
vang memungkinkan dilakukarnmya gebraken { break-through ).
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Masing -masing pendekatan mempunyai uosur kebemaran. Bahkan para
penganjur pendekatan mikro/parsial mengakui bahwa di dalam kendisi sosial-
ekonomi yang tepat pendekatan komprehensif terbukti Iebih banyak .tetapi di

Jain pihak pendekatan mikro atau selektif dapat merjadi dasar bagi perubashan

pada masa yang akan datang. Tetapi harus diingat kalau kita melakukan
penyempurnaan terhadap satu satuan organisasi, maka kita harus menyadari
bahwa tidak ada satu organisasi yang mampu berdiri sendiri dan berpéran di
dalam proses pembangunan nasional. la harus dipandang dalam kaitanmya
dengan organisasi atau badap lain yang bisa menjadi penghambat afaupun
pendorong bagi pembaruan administrast. Sebaliknya para penganjur pmbaman
yang menyeluruh harus menyadari bahwa semua rencana yang menyeluruh pasti
terdiri ‘dari proyek individual.Dan yang tidak boleh dﬂupakan adalah bahwa
satuan dasar administrasi Negara adalah individual. Oleh karena it maka dalam
hal-hal tertentu kita harus mengarahkan sumber yang Iangka pada proyek
tertentu serta mengabaikan proyek orang lain.

Pendekatan Struktural Versus Pende!fatan Perilaku

Penekanan pada aspek perilaku di dalam organisasi muncnl sekitar tahun 1940-
an, dan aliran ini berkembang sedemikian kuatnya sehingga hamper menghapus
pendekatan structural .anehnya, sitvasi seperti ini terjadi puld dalam praktek
sehati hari sehingga kegagalan yang menimpa pendekatan slmktural Justru
memperkuat kepercayaaan dan posisi mereka.

Kelemahan utama dari pendekatan struktural adalah sifatnya yang; statls dan
kefanatikannya menunjukan bahwa sebagian dari mereka beranggapan bahwa
ciri ciri umum perilaku organisasi sulit untuk dioperasionalisasikan.

Pro dan kontra tethadap kegunaaan pendekatan struktural dan perilaku masih
beragam, walaupun’ tampaknya pendekatan struktural agak - miemperoleh
pengakuan. Menurut Braibanti “ perubahan institusional/kelembagaan lebih
efektif jika dibandingkan dengan manipulasi perilaku’ tanpa memperhatxkan
apakah argumentasi itu benar atau salah,, terdapat suatu kecenderungan dari
para strukturalis untuk lebih memperhatikan aspek perilaku di dalam pembarnan
adminitrasi . sebaliknya cacat utama kaum behavioralis adalah kurangnya
perhatian terhadap aspek struktural di dalam pembaruan, sebagaimana
diungkapkan Oleh Lucian Pye :
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pelanggan) tetapi perlu juga memberikan perhatian yang besar pada kegiatan
“storing” yaitu mengarahkan, memonitor, mengawasi dan menilai kinerja
pelayanan publik sehingga pemerintah dapat mempertanggungjawabkan.

Ketiga, New Public Management, pemerintahan harus dikelola menurut prinsip-
prinsip manajemen profesional,yaitn dengan mengitrodusir cara kerja sektor
privat/swasta ke sektor publik seperti misalnya pemerintahan diserabkan pada
para manajer professional, menetapkan standar dan ukuran kinerja yang jelas,

pengelolaan yang berorientasi pada hasil, menilai tinggi makna uvang, lebih

dekat kepada pelanggan, memberikan banyak pilihan kepada pelanggan dan
menyadan akan adanya persaingan/ kompetisi pasar.

Kempat, governance as a socio cybemeuc system. Dengan pesamya
perkembangan masyarakat dan kian kompleks isu-isu yang harus segara
diputuskan, beragamnya - institusi pemerintah serta kekuatan masayarakat
madani (civil society) yang berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan
politik maka akhir hasil yang memuaskan dari kebijakan publik tidak mungkin
dicapai jika hanya mengandatkan sektor pemerinatahan (Rhodes,1996).

Governance berarti proses pengambilan keputusan atau kébijakan publik dan
proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan.
Governance dapat digunakan dalam governange, national governance, dan local
governance, governatce schagai proses pengambilan kebijakan--dan apakah
kebijakan tersebut diimplementasikan atau tidak  diimpelementasikan.
Governance atau kepemerintahan dalam praktik terbaiknya disebut good
governance, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang sehat. Karena
pemerintahan yang sehatlah yang mampu méengemban visi, misi, tugas, dan
fungsi yang dl amapatkan rakyat.

Kata baik (good) dalam istilah kepemermtahan yang baik (good govemance)
mengandung dua makna, pertama bermakna nilai-nilai yang dapat meningkatkan
kemampuan rakyat dalam’ pencapaian tujuan (nasional), kemandirian,
pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, kedua bermakna aspek-aspek
fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan
tugasnya untuk mencapai tujuan-tajuan tersebut, '

Menurut Santosa (2000, 86) scbuah governance dikatakan baik (good
governance) apabila sumber daya dan masalab-masalah publik dikelola secara
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efektif dan efisien dan merupakan respon stethadap kebutuban masayarakat,
Sementara itu, Kreaf (2000) mengartikan good governance sebagai keberadaan
dan berfungsinya beberapa perangkat kelembagaan publik sedemikian rupa
sehingga memungkinkan kepentingan masayarakat biasa terjamin dengan baik.
Jika diclaborast lebih jauh bahwa perangkat kelembagaan itu mencakup:

1. Adanya birokrasi yang bersih dan efisien.

2. Adanya legisltif yang aspiratif dan tanggap terhadap kepentingan
masayarakat seria menjadi alat kontrol yang baik dan komstrektif bagi
birokrasi pemerintahan.

3. Adanya sistem penegakan hukum yang dapat dipercaya, termiasuk di
dalamnya aparat penegak hukum yang mempunyai integritas yang baik.

4, Adanya masyarakat sipil (civil society) yang kuat untuk memperjuangkan
kepentingan warga masyarakat serta mengotrol lembaga pemerintah.

5. Adanya distribusi kekuasaan yang seimbang dan saling mengotrol secara
kontruktif. ‘ .

B. A;sas—Asas Good Governance

Asas-asas kepemerintahan yang baik dapat ditbaratkan rambu lala lintas, marka
jalan, peta jalan dan pedoman perjalanan Asas-asas di perlukan untuk
memperlancar hubungan pemerintah (falu lintas urusan pemerintahan antara
pemerintah dengan yang diperintah atau warga masyarakat). Dalam wacana

* Good governance, banyak pihak yang mempertukarkan antara asas dengan

prinsip, unsur, elemen, dimensi, indikator dan karakteristik tetapi maknanya

merujuk padahal yang sama. Indikator good governance menurut World Bank,

UNPD, GTZ dan Negara pemberl pinjaman antara lain.

1. Demokratis, desentralisasi, dan peningktan kemampuan pemerintah.

2. Hormat terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap hukum-yang
berlaku.

3. Partisipasi rakyat.

4, Eﬁsxcnm akutantabilitas, transparansi dalam pemerintahan dan admxmstram
publik, serta pengurangan anggaran milifer,

Kalau karakteristriknya, good governance memiliki delapan'karakferiétik, yaitu;
1. Participation
2. Rule of law
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3. Transparency

4. Responstveness

5. Coneensus oriented
6. Inclusiveness

7. Effectiveness

8. Efeciency

Ada tiga dimensi governance, yaitu; (1) bentuk rezim politik, (2) proses di mana

otoritas digunakan dalam pengelolaan ekonomi dan sumber daya sebuah negara,

dan (3) kapasitas pemerintazh untuk merancang, memformulasikan, dan
mengimplementasikan kebijakan publik dan pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Berdasarkan tiga dimensi diatas, ada empat kriteria yang membentuk good
governance, yaitw: (1) legitimasi pemerintab (demokratis), {2) akutantabilitas
politk dan unsur-unsyr pemerintah resmi (kehebasan media, transparansi
pengambilan keputusan, mekanisme akuntabilitas), (3) Kompentensi pemerintah
untuk memformulasikan kebijakan dan pemberian pelayanan publik; (4) respek
kepada hak asasi manusia dan aturan hukum (hak«hak dan keamanan individual
dan kelompok kerangka kerja kegiatan ekonomi dan sosial; partisipasi).

Dengan terpenvhinya prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara, diharapkan upaya penataan kehidupan sosial, ekonomi,
dan politik akan terwujud sejalan dengan perkembangan peradahan masyarakat
madani. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan niegara
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, di tetapkan tujub asas
penyelenggataan negara yang baik, yaitu:

2. Asas Kepastian Hukym, Yaitu asas yang mengutamakan landassan peraturan
perundang-undangan keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggaraan negara.

3. Asas tertib penyelenggaraan negera, yaitu asa yang mengutamakan '

keteraturan, keserasian dan keseimbangan dan penyelenggara negara.

4. Asas kepentintingan umum,asas yang mendahulykan Kesejahteraan umum
yang asoiratif, akomodatif dan selektif.

5. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masayarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan
atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; '
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6. Asas Proporsionalitas, yaity asas yang mengutamakan kescimbangan anatara
hak dan kewajiban penyelenggaraan negara; -

7. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang bertdku;

8. Asas Akuntabilitas, yaifu asas dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertangpungjawabkan kepada
masayarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Praktek dan Pelaku Good Governance

Setidaknya ada lima persyaratan yang harus dipenuhi agar good governance bisa
diwujudkan, Pertama lembaga perwakilan rakyat memiliki legitimasi politik dan
mainpu menjalankan fingsi kontrol yang efektif. Kedua, pengadilan yang
independen (mandiri, bersith, dan profesional). Ketiga, aparatur pemeriitah
(birokrasi) yang profesional dan memeliki integritas yang kokoh. Keempat,
masyarakat sipil yang kuat sehmgga mampu melaksanakan fungsi ‘kentrol
publik. Kelima, desentralisasi kewenangan dan lembaga-lembaga perwakilan di
daerah yang kuat,

Anstoteles berpendman bahwa manusia itu adalah mabluk polmk {zoon
politikon), artinya makhlukmasayarakat atau makhluk negara,yang mencapai
kesempurnaannya hanya dalam masyarakt atau negara.Karena it meskipun
pelaku-pelakn good governance itu memiliki ideologi vang berbeda-beda
dimana ideologinegara (pemerintah) adalahkekuasaan, ideologi swasta adalah
capital {modal), dan ideologi masayarakat madani adalah demolrasi dan
kebebasan. :

Menurut Tjokroaminoto (2004), Keberhasilan pembangunan aparatur Negara
dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik dalam era reformasi
dewasa ini, paling tidak dapat dilihat dari seberapa jauh keberhasilan pericapaian
tujuan reformasi sebagaimana tercantum dalam TAP MPR Nomor
VI/MPR/1998 BAB III yang mencakup;

1. Menagatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya terutama untuk
menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan
pemulihan aktivitas usaha pasional.
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2. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam selurah sendi  kehidupan
bermasayarakat, berbangsa ,dan bemegara melalui peluasan dalam
peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan
stabilitas nasional.

3. Menegakkan Hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadhan, HAM
menuju terciptanya stabilitas nasional.

4. Meletakkan dasar-dasar Kerangka agenda reformasi pembangunan agama,
dai social budaya dalam usaha mewujudkan masayaraakat madani.

D. Ombudsman

Pelayanan publik dewasa ini belum dapat dikatakan sesuai dengan harapan
masyarakat luas. Berbagai macam permasalahan buruknya pelayanan publik
seperti: rendahnya kualaitas pelayanan publik, tingginya tingkat penyatahpunaan
wewenang dalam bentuk KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), birokrast yang
panjang dan/atau tidak jelas standar operasional pelayanan publik pada suatu
instansi sering dikeluhkan oleh masyarakat. =~ -

Didalam suatu negara yang berdaulat dibutuhkan lembaga pengawas yang
berfungsi sebagai pengawas pelayanan publik seperti Ombudsman. Ombudsman
merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi
penyelenggaraan  pelayanan publik baitk . yang diselenggarakan oleh
penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk vang diselenggarakan oleh
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum

Milik -Negara serta badan swasta atan perseorangan yasig diberi tupas

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja pegara dan/atau
anggaran peadapatan dan belanja dasrah.

Pengawasan pelayanan yang disclenggarakan oleh penyelenggara negara dan
pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan
yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip
demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna mencegah
dan menghapuskan penyaiahgtmaan wewenang oleh aparatur penyeleggara
negara dan pemerintahan.

Kepres No.44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional merupakan
dasar ‘hukum bagi operasionalisasi Ombudsman di Indonesia.Pada Kepres ini
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banyak pengaturan yang masib bersifat umum.Pada Kepres ini keweniangan
Ombudsman masih sangat terbatas sehingga ruang geraknya pun sangat
sempit. Apalagi Komisi ini, -hanya berada di Ibukota Jakarta padahal
kewenangannya mencakup seluruh wilayah di Indonesia.Dari kepres No.44
Tahun 2000 ini komisi ombudsman menyiapkan sebuah konsep Ranczmgan
Undang-Undang Ombudsman Nasional.

Pasal 2 menyatakan “Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan
masyarakat yang berasaskan pancasila dan bersifat mandiri, serta berwénang
melakukan klarifikasi, monitoring dan pemeriksaan atas laporan masyarakat
mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur
pemerintah termasik lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat,”’

Fungsi Komisi Ombudsman ‘berdasarkan Keppres No. 44 Tabun 2000, yaitu
sebagai berikut:

N S

1. Memberdayakan masyarakat melalui peran serta mercka untuk melakukan
pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersib,
transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Menganjurkan dan membaniu masyarakat memanfaatkan pelayanan pubhk
secara optimal untuk penyelesaian persoalan.

3. Memberdayakan pengawasan oleh masyarakat mempakan implementasi
demokrasi  yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar
penyalahgunaan kekuasaan, wewenang ataupun jabatan oleh aparatur nggara
dapat diminimalisasi.

4. Dalam penyelenggaraan negara khususnya penyelenggaraan pemermtahan
memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota
masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan
kesejahteraan.

5. Lembaza Ombudsman werupakan svatu komisi pengawasan yang bcrslfat
mandiri dan berdiri sendiri lepas dari campur tangan lembaga kenegaraan
lainnya. Pasal 2 Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang Ko:ms1 Ombudsman
Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman
republik Indonesia adalah undang-undang yang bary mengatur tentang
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BAB X

GOOD GOVERNANCE DALAM PEMERINTAHAN DAERAH

A. Reformasi Birokrasi dan Geod Governance

Good Gavernance sebagai paradigma dan altematif pendekatan untuk menata
ulang sistem penyelenggaraan negara dan pembanguman  bangsa,
menhdeterminasikan keimanan, ketaqwaan, dan keseimbangan paosisi dan peran
pemerintah dan masyarakat, serta konsistensi dalam mewujudkan nilai dan
-prinsip Good Governance, Termasuk di dalamnya penegakan hukum,
penerapan prinsip dan sendi-sendi kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan
negara, menghormati oposisi dan perbedaan pendapat, serta menjunjung tinggi
Hak Azazi Manusia (HAM) dan hak-hak warga negara seluruh lapisan
masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam hal itu, Good Governance sebagai sistem organisast dan manajemen

pemerintahan, diharapkan tampil dengan susunan organisasi pemerintahan yang

sederhana, agenda kebijakan yang tepat, pembagian tugas kelembagaan yang
jelas, kewenangan yang seimbang, personel yang profesional, prosedur
pelayanan publik yang efisien, lembaga pengawasan yang mantap dan sistem
pertanggungjawaban yang tegas. Sedangkan manajemen pemerintahan harus
secara sistematis menerapkan nilai dan prinsip Good Governance, disamping
memiliki visi, misi, strategi dan kebijakan yang tepat dalam menghadapi
berbagai permasalahan bangsa.

Disamping itu, Sumber Daya Manusia yang ada di dalam organisasi
pemerintahan, diharapkan menjiwai perannys dalam mengemban mlsl
perjuangan bangsa, dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai abdi
masyarakat dan abdi negara yang bertanggung jawab, bijak, efektif efisien, adil
dan santun baik

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, maupun
dalam pengelolaan berbagai kebijakan dalam menghadapi permasalahan bangsa.
Sejalan dengan itu, setiap warga negara dan masyarakat pun diharapkan lebih
menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, dalam pe~uangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama
dalam bernegara. '
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Dengan demikian, reformasi sistem birokrasi dalam rangka perwujudan Good
Governance harus menyentuh keseluruhan pilar pendukungnya dan secara
substansial meliputi unsur organisasi, manajemen dan sumber ddya manusia
yang didasarkan dan disrahkan pada nilai dan prinsip Good Governance.
Penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa merupakan manifestasi-dari
dimensi-dimensi spiritual Sistem Administrasi Negara Indonesid yang harus
diamatkan secara konsisten baik oleh aparatur negara maupun oleh warga
masyarakat bangsa. :

Nilai dan pnnSIp Good Govemance hatus merupakan komltmen yang melekat
pada setiap individu dan institusi sesuai posisi dan peran masing-masing dalam
kehidupan bernegara. Dalam pembangunan birokrasi, fungsi nilai-nilai tersebut
menjadi pedoman dalam bersikap, berpikir dan bertindak, baik secara individual
maupun secara institusional. Pelaksanaan tugas dan fungsi kepemerintahan
dapat dijabarkan dalam format pengelolaan pelayanan dan kebijakan prima
(excellent management of public services and policies) yang memungkinkan
karya dan klllCI]a keseluruhan pilar dan unsur Good Governance mencapai
tingkat optimalitas sosial. Tanpa konsensus, kompehensx, dan komitmen
bersama, Good Governance tidak mungkin dapat terwujud sebagax sistem
penyelenggaraan negara dan pemhangunan bangsa. :

B. Implementasi Good Governance dalam Pemerintah Daerah

Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung pada pemeﬁntah dagrah, yaitu
DPRD, kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakatnya untuk berkeqa
ketas, trampil, disiplin, dan berperilaku dan atau sestiai dengan mlm, norma dan
moral, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebua.kan
otonomi daerah yang sejak awal tahut 2001, memang bisa dilihat sebagm
bagian dari sustu proses perubahian. Akan tetapi bila proses pembahﬂn te:sebut
ditumpukan hanya pada kebijakan otonomi daerah, khusasnya yang termuat
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, direvisi dengan UU No 32
Tahun 2004 dan direvisi lagi dengan UU No. 1 Tahun 2008, maka demokrasl
tidak akan pernah terwujud. Setiap kebijakan elit politik, masih sangat mungkm
menyisakan kepentingan yang berlawanan dengan kepentmgan demokrasi dan
keadilan. Partisipasi masyarakat di dalam seuap proses pentbuatah keb:;akan
publik merupakan hal pentirig sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara.
Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi publik kemudian 'diangkat
menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya
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mewwjudkan good governance (kepemerintahan yang baik). Prinsip partisipasi
dalam upaya mewujudkan good governance yang dilakukan melalui pelayanan

publik sangat sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam upaya .

meningkatkan pelayanan publik dengan cara melihat masyarskat tidak hanya
sebagai pelanggan (customer) melainkan sebagai warga negara yang memiliki
negara sekaligus pemerintahan yang ada di dalamnya {owner).’ Pentingnya
partisipasi publik juga memperoleh momentum yang tepat seiring dengan
muncilnya era otonomi daerah di Indonesia yang memberikan kileluasaan yang
lebih besar kepada daerah untuk merancang dan menentukan sendiri jonis
pelayanan yang paling dibutuhkan olel masyarakat. Praktek good governance
juga mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan
pemenntahan secara keseluruhan, Transparansi merupakan konsep yang sangat
 peiiting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatya keinginan

untuk mengembangkan praktek good governance. Dengan memberikan -

kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagal informasi
mengenai penyelenggaraan pemerintaban, maka dapat mem permudah upaya
masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan
publik. Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah akan memberikan
dukungan kepada pemerintah atau sebaliknya, kritikan dan protes yang
dilakukan agar pemerintah Iebih berpihak kepada kepentingan publik. Lebih dari
itu, hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi dari setiap warga negara
agar dapst melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah secara tepaf.
Transpaxanm juga memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas publik. Ustuk
menqutakgn good governance yang salah satunya ditunjukkan dengan sistem
pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kesadaran di antara para
pegawal pemerintah mengenai pentingnya merubah citra pelayanan publik
sangat diperlukan. Akuntabilitas (accountability) adalah suatu derajat yang
menunjukkan tanggungjawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan
publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Terselenggaranya good
governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat
dalam mencapai tujuan dan cita~cita bangsa dan negara, Dalam rangka hal
tersebut, diperlukan pengembangan dan penmerapan sistem partisipasi,
transparansi dan akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil gutia, bersih dan bertanggung jawab. Sejauh mana implementasi good
_governance pada Pemerintah Daerah, maka sangat bergantung pada sejauh mana
masyarakat ikut berpartisipasi.
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Menurat UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, mendefisiisikan
pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan wrusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip ofonomi segluas-laasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud datam Undang -undang
Dasar 1945. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajibah daerah
ofonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintaban dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan’ amanat
Undang-umdang Dasar 1945, pemerintah daerah yang mengurus dan mengatur
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serfa masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan, dan kekhasan suatu -daerah dalam mstem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan yang baik (good govémance) mempékah isu 'yﬁng paling
mengemuka pada era otonomi daerah sekarang ini. Tutuntan sangat gencar -
dilakukan olgh masyarakat kepada pemerintah  untuk. - melaksanakan
pemyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkataya
tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat manpun adanys pengarzh
globalisasi, Dalam kaitannya dengan penyelénggaraan pemcristahan dacrah,
prinsip good governance dalam prakteknya adalah dengan menerapkan prinsip
penyelenggaraan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan penganibilan
keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi peraerintahan daerah
dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik. Ada beberapa prinsip good
governance yang menjadi perhatian masyarakat untuk dumplementasxkan pada
pemerintah daerah, diantaranya: :

1. Partisipasi Masyarakat
Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan,
baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perivakilan sah yang
mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun
berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta
kapasitas untuk berpartisipasi secara konstrukiif, Prinsip ini memang belum
sepenubnya dirasakan oleh masyarakat terutama dalam pepgainbilan
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kebijakan suastuy program pemetintah dimana masyarakat hanya sebatas
usulan. :

. Transparansi

Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebaa Seluruh proses
pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh
pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus
. memadai apar dapat dimengerti dan dipantau. Dalam pemerintah daerah
‘terutams mengenai kenangan belum sepenubnya masyarakat bisa mengakses
sehingga terkesan ada kerahasiaan informasi yang hanya kiketahui oleh orang
tertentu saja. Masialnya dalam hal anggaran di SKPD yang belum banyak
terekspose ke masyarakat baik melalui data print out maupun internet.

- 3, Efektifitas dan Bfisiensi

Proses—proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai
kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya
yang ada scoptimal mungkin. Namun kenyataannya' masih banyak
penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien schingga banyak dana
yang keluar tetapi hasil tidak maksimal. Dalam pembangunan jalan misalnya,
masih diketjakan asal-asalan yang penting dapat proyek, sehingga ,asih
banya.k dijumpai hari jalan dibangun bulan depan sudah rusak

nga hal tersebut menandakan belum optimalnya implémentasi goud
,govemancc pada Pemerintah Daerah, akan tetapi hal tersebut tidak berarti
gagal untuk diterapkan, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam
menciptaka iklim Good Governance yang baik; diantaranya ialah mulai
diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBD
schingea memudabkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam
menciptakan kebijakan -dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBD.
Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus menjadi acuan terhadap akuntabilitas
manajerial dari sektor publik tersebut agar kelak lebih baik dan kIedlbel
kedepannya.

Menerapkan praktik good governance memang dapat dilakukan secara
bertahap sesuai dengan Kapasitas pemerintah, masyarakat sipil dan
mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan good
governance pada Pemerintah Dagrah adalah melalui penyelenggaraan
pelayanan publik.
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C. Melembagakan Good Governance dan Pelayanan Publik

Mengapa dikatakan demikian? Perlu kita ketahui bersama bahwa, proses
pelayanan publik berperan penting sebagai pintu masuk dalam mewyjudkan
good governance. Hal ini dikarcnakan, baik atau tidaknya sebuah pelayanan,
meimuaskan atau tidaknya suatu pelayanan bagi masyarakat adalah merupakan
cerminan ada atau tidaknya good governance di dalam lembaga pelayanan
tersebut. Sebagaimana dikutip dari Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan
Alwi Hashim Batubara (mengutip pendapat Dwiyanto (2005)), ada beberapa
pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi fitik strategis untuk memulai
pengembangan good governance di Indonesia, antara lain:

1. Dengan pelayanan publik nilai-nilai yang mencirikan gaod governance dapat

 dilakukan secara lebih mudah dan nyata oleh birokrasi pemerintah. Nilai-nilai
yang mencirikan praktik good governamce seperti efisiensi, transparansi,
akuntabilitas dan partisipasi dapat dltegemahkan secara relatif mudah dalam
penyelenggaraan pelayanan pubhk daripada melembagaken nilai-nilai
tersebut dalam keseluruhan aspek kegiatan peterintahan.

2. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur ‘gavernance.
Pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar memlhiﬂ kepentingan
dan ketetlibatan yang tinggi dalam ranah ini. Pelayanan publik memiliki high
stake dan menjadi pertaruhan yang penting bagi ketiga unswr governance
tersebut karena baik dan buruknya praktik pelayanam peblik sangat
berpengarah kepada ketiganya. Nasib sebuah pemerintahan, baik di pusat
maupun di daerah, akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam
mewujudkan pelayanan publik yang baik. Keberhasilan sebush rezim dan
penguasa dalam membangun legitimasi kekuasaan sering dipengaruhi oleh
kemampuan mercka dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang baik
dan memuaskan warga Demikian pula dengan membaiknya pelayanan publik
juga akan memperkecil biaya birokrasi, yang pada gilirannya, dapat
memperbaiki kesejahteraan warga pengguna dan efisiensi mekanisme pasar.
Dengan demikian, reformasi pelayanan publik akan memperoleh dukungan
yang luas.

3. Pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan kep_e_rcayaan

masyarakat. Pelayanan publik sclama ini menjadi ranah dimana Negara yang
diwakili oleh pemerintah berintegrasi dengan lembaga-lembaga non
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pemerintah, Dalam ranah ind tegjadi pergumulan yang sangat intensif antara
pemerintah dengan warganya. Buruknya praktik govermance dalam
penyelenggaraan pelayanan publik sangat dirasakan oleh warga dan
masyarakat luas. Ini berarti jika terjadi perubahan yang signifikan pada ranah
pelayanan publik dengan sendirinya dapat dirasakan manfaatnya secara
langsung olch warga dan masyarakat Tuas. Keberhasilan dalam mewujudkan
prakiik good governance dalam ramah pelayanan publik mampu
miembangkitkan dukungan dan kepercaysan ddri masyarakat luas bahwa
membangun good governance bukan hanya sebuah mitos totapi dapat
menjadi suatu kenyataan.

: Dengan memperbaiki pelayanan publik toleran51 terhadap prakuk bad
governance diharapkan dapat dihentikan. Hasil Governance and
Decentralization Survey 2002 (GDS 2002) menunjukkan bahwa sebagian
besar ‘warga menganggap wajar terhadap praktik pungutan Tiar (punghi) dan

justru merasa lega karena proses pelayanan dapat segera selesai, menjadi
indikator bahwa warga bangsa menjadi semakin toleran terhadap praktik bad
governance. Hal ini tentw tidak saja dapat® mendorong* warga untuk
mengembangkan mekanisime survival dengan adanya praktik bad
governance, tetapi juga menghindari upaya untuk membangun good
governance. Kalau hal seperti ini terus terjadi dan semakin meluas tentu
sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan bangsa. Dengan menjadikan

ktik pelayanan publik sebagai pintu moasuk dalim membangun good
gavemance maka diharapkan toleransi terhadap bad governance yang
semakin meluas dapat dihentikan,

5. Dengan mempérbaiki pelayanan publik diharapkan adanya ketetlibatan dari
aktor-aktor di luar Negara dalam merespon masalah-masalah publik.
Governance lebib luas dari government karepa dalam praltik governance
melibatkan unsur-ingir masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Dalam
pelayanan publik, keterlibatan unsur-unsur masyarakat sipil dan mekanisme
pasar selama ini sudah banyak terjadi, schingga. praktik governance dalam

- ransh pelayanan publik sebenarnya bukan suatu hal yang baru lagi. Hal ini
merupakan suaty keuntungan untuk memulai perubahan katena keterlibatan
dan miekanisme pasar sebelumnya telah ada. Selanjutnya yang diperlukan
adalah melakukan reposisi terhadap ketiga unsur tersebut dan redestribusi
peran yang proporsional dan saling melengkapi di antara pemerintah,
masyarakat sipil, dan mekanisme pasar schingga sinergi depat
dikembangkan.
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6. Tolok ukur dan indikator praktik pelayanan publik dapat dengan mudah
dilakukan, Pelayanan publik yang berwawasan good governance seperti
efisien, non-diskriminatif, berdaya tanggap tinggi, dan memiliki akuntabilitas
yang tinggi dapat dinilai dan divkur secara mudah. Tolok wkur dan indikator
yang sedethana dan yang dapat digunakan oleh penyelenggara, warga
pengguna, serta stakeholders lainnya dapat dirumuskan dengan mudah., Lebih
dari itu, kemajuan dari proses pengembangan pelayanan publik yang

. berwawasan good governance juga dapat dimilai dengan mudah oIeh semua
Stakeholders.

D. Kinerja Pelayanan Publik Masa Reformasi

Kinerja pelayanan birokrasi pemerintah pada masa reformasi tidak banyak
mengalami perubahan secara signifikan, hal ini bisa kita telusuri dari tingkat
akuntabilitas, respomsivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan
public. Ide eformasi yang menginginkan agar birokrasi lebih bersifat
transparan, terbuka, dan jujur masih jauh dari harapan. Birokrasi masih tetap
belum terlihat jelas atan secara. nyata mengembangkan : komitmen untuk
mengembangkan iklim dialog dan membangun kepercayaan kepada public.
Belum terbentuknya kepercayaan dari public terhadap birokrasi menyebabkan
hubungan birokrasi dengan public sering kali masih belum komunikatif
Birokrasi membutuhkan ‘kepercayaan public sebagai kunci utama bag1
tﬂrselenggamnya pelayanan public yang akuntabel. Pemhenan ‘pelayanan
tranisparan oleh birokrasi pemerintah yang mencangkup persyaratan, prosedur,
keteppatan waktu, kepastian biaya dan keramahan petugas manjadl dambaan
public pada era reformasi ini. ‘

Tingginya keluhan masyarakat pengguna jasa terhadap pelayanan -baik itu
pelavanan KTP, Rumah Sakit, Pelayanan Perizinan dan schagainya
mereficksikan masih belum terpenuhinya aspirasi masyarakat pengguna jasa

-oleh Dbirokrasi pelayanan. Birokrasi - pelayanan belum . sepenuhnya

mengembangkan kultur dan manajemen pelayanan yang responsive terhadap
kebutuhant masyarakat pengguna jasa, disamping itu juga pamjangnya meja

‘birokrasi -atau alur birokrasi pelayanan yang ribet dan memakan waktu serta

biaya pelayarian yang banyak menjadi salah kelubian masyarakat pengguna Jasa

Zaman reformasi ini, reformasi sebenamya secara subtansial tidak terlalu
banyakmenyentuh kultur pelayanan birokrasi terhadap public. Birokrasi masih
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Reformasi birokrasi di Indonesia sebagaimana sudah dijelaskan di atas
diharapkan dapat berjalan secara baik melalui kerja sama yang saling
menguntungkan antara ketiga pilar pembangunan yaitu, pemerintah, pihak
swasta, dan masyarakat sipil. Kerja sama ini harus pula dibarengi oleh
komitmen bersama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan
makinur melalui cara-cara yang sésuai dengan karakter Bangsa Indonesia yang
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta menghormati keberagaman
budaya dan adat-istiadat. Negara ini ada krena rakyatnya dan aksn tetap ada
bila rakyatnya punya komitmen untuk tetap mengadakan negara ini. Oleh karena
itu, marilah berkomitmen melakukan perubahan berdasarkan satu visi bersama
mewujudkan Indonesia yeng adil dan makmur sesuai cita-cita luhur Bangsa
Indonesia.
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BABXI

E-GOVERNMENT SEBAGAT LANGKAH STRATEGIS PENINGKATAN
MUTU PELAYANAN PUBLIK

A. Peluang dan Tantangan E-Government

Pengertian tentange-governmenitelah banyak di kemukakan oleh para pralctm
maupun akademisi schingga definisi yang ada mengandung penekanan yang
berbeda-beda. Bank Dunia' (2011) mendefinisikan e-government scbagai
penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah (Wide Area Network
(WAN), Internet mobile Computting) yang dapat digunakan untuk membangun
hubungan dengan masyarakat, dunia usaba dan istansi pemerintah lainnya.
Sedangkan definisi ini mengatakan bahwa e-goverment adalah penggunaan
teknologi informasi untuk membuka pemerintah dan informasi pemerintah

" untuk memungkinkan dinas-dinas pemerintah untuk berbagi informasi demi

kemanfaatan public, untuk memungkinkan terjadinya transaks: secara onlme dan
untuk mendorong pelaksanaan demokraﬁl

Sedangkan definisi formal dari pemerintah Republik Indingsia sebagai mana di
atur oleh Depkominfo adalah pelayanan public yang di selenggarakan melalui
situs pemerintah dimana domain yang di gunakan juga meénunjukan domain
pemerintah Indonesia yakni go.id, schingga berdasarkan definisi formal ini
walaupun ada website secara real di kelola oleh pemerintah dan di gunakan
uniuk pelayanan public maupun apabila tidak berdomain go.id maka tidak
masuk klasifikasi e-governmant

Berdasarkan pengamatan,yang elah di lakukan secara online terhadap 111
webiste di peroleh temuan sebagai berikut : '

1. Semua website sudsh melewati level pertama vkani hanya mempublikasikan
informasi seputar profil instansi tersebut, dan kebanyakan terdiri dari menu
utama yakni profil, visi dan misi, prosedur pelayanan public, serta: berita
seputar instansi yang bersangkutan yang sumber beritanya sebagian besar
bukan dari instansi tersebut tapi hanya mengambil dari media lain., Berita
yang di tampilkan juga tidak selamanya terupdate dengan baik karena ada
website yang meenyajikan berita yang sudah kadaluwarsa.
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2. Website yang di analisis semuanya masih dalam level interaksi. Aplikasi
fasilitas interaksi yang di sediakan yaitu Buku tamu,, forum, chatting, link
kontak dan polling . hasil dari pengamatan menunjukan fasilitas tersebut
kurang berfumgsi dengan baik di buktikan dengan: ,

2. Buku tamy hanya menampilkan keluhan masyarakat tanpa ada respon dari
pejabat atau staf birokrasi terkait ataupun dari admin website. Bahkan ada
buku tamu yang hanya ditunjukan kepada admin hanya bersifat interalksi
satu arah. Hampir semua website sangat Jambat dan menanggapi komentar
pengunjung, bahakan banyak yang belum ada jawaban.

b. Forum digkiisi masth juga msih banyak yangg kosong: tidak ada aktivitas .
beberapa website baru membuat topzc diskusi namun sama sekali tidak ada
aktifitas.

C. Faslltas chatting yang di sediakan scbagai besar hanya untuk chat atau

, bukan chat dengan pejabat atau staf birokrasi terkait berkaitan

dengan pelayanan public. Sedangkan yang menyediakan sarana cat dengan

pejabat atau apparat ada pada website Provinsi DIY,namun ketika dicoba
untuk di kontak tidek dapat jawaban secara instan. .

d. Website yang menyediakan fasilitas polling belum dapat di manfaatkan
untuk menjaring aspirasi masyarakat tethadap isu daérah. Tindak lanjut
dari polling juga tidak di informasikan epada public. Banyak pula polling
diadakan hany untuk menggali aspirasi tentang: tampilan website, yang
tentunya di tunjulan untuk admin website bukan uutuk peningkatan
pelayanan publik.

3. Dapertcmen Kementrian, kabupaten dan kota yang telah mengembangkan e-
government tidak ada satu pun yang termasuk- level ke tiga yaknmi level
transaksi untuk pelayanan public. Ada beberapa kabupaten’kote yang sudah
menyediakan menu layanan Publik, tapi masih bersifat mformatwe saja,
sekedar menampilkan persyaratan dan prosedur layatan,

Temuan di atas apabila d korelasika dengan manfaat yang di peroleh melalui
penerapan e-goverfiment masih sangat jauh, Melalui ¢-government paradigm
pelayanan public bergeser dari pardigma birokratis menjadi paradigma c-
government yang mengedepankan efisiensi, transparansi, dan fleksibelitas yang
akhirnya bermuara pada kepuasan pengguna layanah pubhc Pcrgeseran
aradigma ini di kaji ofeh Alferd.

E-government Indonesia yang masih dalam tingkat interaksi belum dapat
mentransformasi pelayana public yang lebih baik. Bahkan untuk komunikasi
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eksternal pun masih belum dapat dimanfaatkan dengan baik walgepun saran

‘interaksi yang ada berupa Forum, email, chait, polling dan lain sebagainya

sudah di sediakan pada setiap wesite pemerintah. Sarana interaksi belum dapatdi
tujukan untuk komunikasi formal maupun informal.

Keadaan di ates menunjokan tanggapan penerapan e-goverent di Indonesia
masih banyak di antaranya dari segi Sumber daya manusia, perangkat keras, dan
organisasi. Kemampuan sumber daya manusia terutama para pejabat birokasi
maupun staff dalame menggunakan internet yang masih terbatas. Hal ini terbukti
dari masih sangat tergantungnya birokrasi dalam pengembangan e-governmient
terhadap pihak luar: Operasionalisasi e-government juga tidak betjalan lancer di
tandai dengan sarana interaksi yang di sediakan tidak di manfaatkan dengan
baik. Hal ini membuktikan bahwa paradigm pelayanan public berbasis e-
government memerlukan persiapan yang lebih serius, bukan hanya: mpiemantas:
aplikasi saja tapi harus bisa melakokan transformasi budaya.

Aspek hadware yakni berkaitan dengan tteknologi dan infirastruktur Jjuga
menjadi tantangan, Terbatasnya hadware dan software serta masih sedikitnya
instansi pemerintah yang terhubung pada jaringan baik local (LAN). niaupun
glbal (internet) menyebabkan perkembangan e-government tidak dapat berjalan
ancar, Sebenanrnya melalui implementasi e-government komuaikasi internal
antar dinas pemerintah dapat lebih terjalin, namun demikian karena keadaan
infrastruktur jaringan yang masih terbatas maka e-government akhirmnya hanya di
manfaatkan untuk komunikasi eksternal yang juga belum maksinal,

Berdasarkan aspek organisasi seringkali instansi pemerintah dalam
mengoperasionalkan e-government' menemul kendala dalam aspek -organisasi.

Kendala ini di tandai dengan tidak fleksibelnya Struktur Organisasi dan tata

kerja (SOT) birokrasi yang dapat mewadahi perkembangan baru model
pelayanan public melatui ¢ government. Para admin e-government di beberapa
daerah yang selalu memonitor pengaduan masyarakat tidak mempunyai
wewenang dan kemampuan untuk langsung berinteraksi dengan masyarakat
misainya dalam memberikan jawaban. Sedangkan untuk meminta pejabat atau
pegawai yang terkait untuk menjawab pertanyaan yang telah di  ajukan
masyarakat, para admin tidek mempunyai wewenang Hambatan organisast
lainnya adalah belum adaya regulasi'yang mengijinkan transaksi melalui media
elektronik vang dapat dianggap sah. Tantangan organisasi berikuttiya dalah
terbatasnya dana yang tersedia untuk pengembangan dan operasionalisasi e-
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government di daerah. Pemerintah pusat hanya menyediakan krangka kebijakan
dan panduan tidak di sertai dengan alokasi dana sehingga harus di tanggung oleh
~darah yang bersangkutan.

B. Konsep E-Administration

Istilah E-administration atau electronic administration sudsh biasa digunakan
dalam kehidupan organisasi sehari-hari, seiring dengan derasnya arus kemajuan
teknologi informasi dan globalisasinya. E-administration dalam arti sempit
- berarti pengunaan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas-
tugas pengadminisirasian disuatu organisasi. Termasuk juga ofganisasi publik,
meski fenomena ini berawal dari organisasi privat. Sedangkan dalam arti luas
konsep e-administration adalah sama dengan e-government, yakni pemanfaatan
teknologi informasi (seperti internet, telepon dan satelit) dan sistem’ informasi
oleh institusi pemerintah unfuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam
hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait
lamnya

Manfaat dari e-administrasi adalah efektivitas, Bfisiensi, transparansi dan
akuntabilitas. Dengan Kkata lain muiu pelayanan yang diberikan képada
masyarakat akan lebih baik, karena dengan kemanfaatan yang diberikan oleh e-
administrasi maka mutu pelayanan akan lebih baik. Mutu pelayanan akan lebih
baik berarti kepuasan masyarakat akan pelayanan publik akan meningkat. E-
administrasi sangat strategis dilakukan guna pencapaian tujuan organisasi
publik, yakni pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan dan
akuntabel.

Dalam pelaksanaannya di organisasi publik, e-administrasi berdasarkan kepada

Inpres No. 3 Tahun 2003 tertang pelaksanaan e-government oleh seluruh
instansi publik di Indonesia dan UU tentang Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) No. Tahun 2008, Dan dalam implementasi e-administration
oleh para pelayan publik masyarakat haruslah diterapkan tata kelola e-
administrasi yang baik atau IT Governance dengan memperhatikan pnnmp-
prinsipaya,

Namun pada pelaksanaannys, e-administrasi di Indonesia masih mengalami

banyak permasalahan yakni dualisme arsip, baik elektronik maupun hard copy
{kertas) masih dilakukan kedua-duanya secara bersamaan;hal ini menimbulkan

inefisiensi. Selanjutnya, sumber daya yang melek teknologi informasi (e-
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literacy) dan infrastruktur e-administrasi belum maksimal tersedia. Digital
devide masih lebar di Indonesia, terutama di organisasi publik. Manajemen (atau
administrasi dalam arti [uas) daei e-administrasi masih relatif minim, misalnya
belum adanya ClO (Chief Information Officer} nasional maupun ditingkat
pemerintah lokal. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi
koordinasi pelaksanaan e-administrasi. Kemudian komitmen pemunpm masih
periu ditingkatican., hal ini dipicu dengan perubahan budaya organisasi akibat

‘adanya e-administrasi. E-administrasi dapat pula berdampak semakin minimnya

hubungan personal dalam budaya organisasi digantikan dengan budaya digital.
Dan tidak semua birokrat mampu dan man untuk berubah.

1. IT Governance
IT Governgnce merupakan konsep yang berkembang dari sektor swasta,
namun déngan berkembangnya penggunaan teknologi informasi oleh sektor
publik-organisasi-organisasi pemerintaban, maka IT Governance juga harus
ditetapkan disektor wilayah yang banyak menuntut perbaiken pelayanan bagi
magyarakat ini.

1

Peransn IT Governance tidaklah diragukan lagi dalam pencapaian tujuan
suaty otganisasi yang mengadnps1 TL Seperti fungsi-fungsi inanajemen
lainnya pada organisasi publik, faka IT Governance yang pada intinya
adalah bagaimana memanaje pengunaan T1 agar menghasilkan output yang
maksimal dalam organisasi., membantu pada proses pengambilan keputusan
dan membantu proses pemecahan masalah juga harus dilakukan. Prinsip-
prinsipmmIT Governance harus dilakukan secara terintegrasi, sebagai fungsi-
fungsi manajemen dilaksanakan secara sistemik pada sebuah organisasi.

Weill dan Ross (2004:2) mendefinisikan IT Governance sebagai keputusan-
keputusan yang diambil, yang memestikan adanya alokasi penggunaan T1,
dalam  strategi-strategi  organisasi  bersangkutan. IT  Governance
merefleksikan adanya penerapan prinsip-prinsip organisasi dengan
memfokuskan pada kegiatan manajemen dan penggunaan TI untuk
pencapaian organisasi.

Dengan demikian, 1T Governance pada intinya mencakup pembuatan
keputusan, akuntabititas pelaksanaan kegiatan penggunaan TI, Siapa yang
mengambil  keputusan, dan memanaje proses pembuatan dan
pengimplementasian keputusan-keputusan yang berkaitan dengan T1. Conioh
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bidang calupan IT Governance sector public adalah keputusan pemerintah
yang menentukan siapa yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam

pembuatan keputusan tentang berapa jumiah investasi yang dapat dilakukan

pada sector public X dengan memanfaatkan T1.

" Suatu .11‘ governance yang'qfcktif berarti penggunaan TI pada organisasi
tersebut mampu meningkatkan dan mensinergikan antara penggunaan TI
dengan visi-misi serta tujuan dan nilai organisasi yang bersangkutan

Menurut Weill & Ross (204: 10), suatu IT Governance yang efektif adalah

yang mampu menjawzb tiga pertanyaan berikut, yakni:

a. Keputusan-keputusan apa yang . harus diambil untuk memastikan
terlaksananya efektif manajemen dan efekiif penggunaan TI?

b. Siapa yang harus membuat keputusan-keputusan berkaitan dengan
penggunaan T1?

¢. Bagaimana keputusan-keputusan ii dibuat dan dJmcmtor'?

Dari pertanyaan-pertanyaan diatas, dapat disimpulkan, bahwa pengukutan
kinetja IT Governance yang baik adalah dengan menghitung prosentase
jumlah manajer yang dapat dengan akurat menjelaskan tentang pelaksanaan
IT Goverance di organisasi yang bersangkutan.

Teknisnya, menurut Weill & Ross (2004:13) digambarkan skema untuk
membanty memahami mendesain, mengkomunikasikan dan memelihara IT
Governance yang efektif, yakni sebagai berikut:
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-

organization

l

Organization &
desirable hehavior

3T

Relationship
Governance

Physical Asset
" Governance

I

~§ WP Governance

HR Governance

. Businass

performance goals

¢

1 Finanscial Governance

IT governance
arrangement{s

1 1T goveinance
mechanisms

HT decision

Dari skema tersebut, dapat dipahami bahwa untuk mengerti, cara mendesain,
melakukan proses komunikasi dan memndklanjutx IT Governance yang
efektif adatah dengan ;

a. Menetapkan dengan baik dan tepat strategi organisas, :

b. Untuk menetapkan dengan baik dan tepat strategi organisasi, maka
organisasi harus memperhatikan perilaku organisasi dan pengadopsian IT
dalam organisasi tersebut,
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Akan tetapi pelaksanaan e-procuerment di kota Surabaya bukannya berjalan
tanpa titik kelemahan. Setelah lima tahun diterapkannya e-procurement,
ternyata hambatan paling besar masih pada komitmen di antara para pejabat
dan pengusaha swasta untuk mentaati ketentuan lelang secara elekironik
secara konsisten. Kemudian faktor pengembangan sumber daya nianusia
seringkali-masih menjadi kendala. Dalam kenyataanya, basih banyak panitia
atau peserta lelang yang belum menguasai TT membuat proses e-precurement
tidak berjalan dengan setnestinya.
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BAB XTI

REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN RUMAH SAKIT-UMUM DI

INDONESIA

A. Peran Rumah Sakit sebagai Penyedia Pelayanan Keschatan Publik
Rumah sakit merupakan pusat rujukan dalam sistem pelayanan di wilayah
cakupannya. Lingkup pembinaan rumah ‘sakif, sesuai dengan peran dan
kemampuannya dapat meliputi hal-hal berikut:

|8

Rujukan Teknologi

Rujukan ini dapat berupa penmntaan bantuan teknologl tertentu dalam
bideng yang terkait dengan umit rumah sakit yang mampu membenkan
teknologi tersebut. Bantuan teknologi yang diberikan harus tepat guna, dapat
dikuasai dan dilaksanakan, serta dapat dibiayai oleh unit yang meminta
bantuan, “

. Bantuan Sumber Daya

Bantuan sumber daya dapat berupa biaya, tenaga, peralatan, dan obat.

. Bantuan Operasional

Dapat berupa permintaan bantuan kepada umit di rumah sakit untuk
menyelesaikan suatu masalah tertentu, yang tidak dapat diatasi senditi oleh.
unit pelayanan kesehatan di bawahnya. Contoh bantuan ini adalab:

a) Survei epidemiologi berbasis rumah sakit dan masyarakat untuk
menentukan sulitnya permasalahan yang dibadapi serta metode
penanggulangan: yang pcrlu, sesuai dengan situasi dan kondisi spesxﬁk
daerah,

b) Mengatasi wabah atau kej adlan luar blasa di Iapanga,n oleh satuan tugas
tingkat kabupaten/kota, provinsi atau pusat.

. Rujukan Pasien dan Spesimen

Perlu ditekankan bahwa rumdh sakit setelah. menangam pasien atau
memeriksa spesimen sebagaimana mestinya, harus mengirim: kembali pasieh
atau hasil pemeriksaan spesimen tersebut ke unit yang merujuk baik sebagai
informasi maupun untuk tidak lanjut.

. Rujukan Pengetahuan das Keterampilan

Kegiatan yang termasuk ke dalam hal ini meliputi hal-hal berikut:
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a) Kunjungan dokter spesialis ke rumah sakit dan puskesmas yang belum ada
dokter spesialisnya, tetapi sudah memiliki sarana untuk keperluan dokter
spesialis yang berkunjung.

b) Tugas dokter spesialis yang berkunjung bukan untuk memberi pelayanan
kepada pasien, tetapi lebih diutamakan untuk memberi bimbingan kepada
tenaga yang ada di rumah sakit dan puskesmas yang dibinanya:

c) Alih pengetahuan sampai keterampilan melalui pelatthan di bidang khmk
manajemen, dan pengoperasian peralatan,

d) Supervisi dan pelatihan kepada tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan
keschatan dasar, baik milik pemerintah maupun Swasta, mengenai
‘pelayanan medis.

e) Sebagai tempat magang bagi dokter dan paramedis yang berkerja di
puskesmas untuk preservice maupun inservice training, agar mercka dapat
memahami dan memanfaatkan peran rumah sakit sebagai pusat sumber

daya dalam sistern rujukannya.
f) Penyebarluasan teknik-teknik pengobatan dan penanganan pasien dengan
benar. SR

B. Kualitas Pelayanan Publik
Pasuraman, dkk (1985) melalui penelitiannya mengidentifikasi sepuluh dimensi
pokok kualitas pelayanan, yaitu daya tanggap, kehandalan, -kompetehsi,
kesopanan, akses, komunikasi, kredibilitas, kemampuan memahami pelanggan,
keamanan dan bukii fisik. Pada penelitian berikutnya yang dilakukan oleh

Pasurantari, dkk (1988), mereka menggabungkan beberapa dimensi menjadi satu

yaitu kompetensi, kesopanan, keamanan, dan kredibilitas menjadi- satu, yaitu

jaminan. Dimensi komunikasi, akses, dan kemampuan memahami pelanggan
digolongkan sebagai empati. Akhimya jadilah lima dimensi utama yaitu
reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati, bukti fisik, atau bukti langsung.

1. Reliabilitas, adalah kemampuan membertkan pelayanan dengan segera, tepat
(akurat), dan memuaskan. Secara umum dimensi reliabilitas merefleksikan
konsistensi dan  keandalan (hal - yang dapat dipercaya dan
dipertanggungjawabkan) dari penyedia pelayanan.

2. Daya Tanggap, yaitu keinginan staff membantu semua pelanggan serta
berkeinginan dan melaksanakan pemberian pelayanan dengan tanggap.
Dimensi daya tanggap ini merefleksikan komitmen instansi untuk
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. memberikan pelayanan yang tepat waktunya dan persiapan instansi sebelum
memberikan pelayanan,

3. Jaminan, artinya staff memiliki kompetensi, kesopanan, keamanan, dan
kredibilitas, bebas dari bahaya serta resiko keragn-raguan. Dingensi ini
merefleksikan kompetensi instansi, keramahan kepada pelanggan, dan
keamanan operasinya. Kompetensi ini berkaitan dengan péngetahuan dan
keterampilan dalam memberikan jasa. ,

4. Empati, dalam hal ini staff mampu menempatkan dirinva pada pelanggan.
Dimensi ini menujukkan derajat perhatian yang diberikan kepadasetiap
pelanggan dan merefleksikan kemampuan staff untuk menyelami perasaan
pelanggan,

5. Bukti Fisik atau Bukti Langsung, dapat berupa ketersediaan’ sarana dan
prasarana termasuk alat yang siap pekai serta penmampilan staff yang
menyenangkan. :

C. Hal Yang Perlu Direformasi Dalam Birokrasi Pelayanan Kesehatan Di
Rumah Sakit Milik Pemerintah

Rumah sakit scbagai penyedia pelayanan keschatan periu mengembangkan
sistem manajemen yang baik dalam rangka meningkatkan mutw pelayanan
kesehatan masyarakat. Pola manajemen rumah sakit milik pemerintah yang
masih menganut cara lama dan struktur organisasi yang lebih banyak struktur
tetapi miskin fungsi sudah tidak sesuat lagi dengan tuntutan kebutuhan kualiatas
pelayanan kesehatan publik yang semakin kompleks :

1. Pola Manajemen ‘

Rumah sakit milik pemerintah pada sagt ini masih metiganut pandangan
produksi perusahaan. Dalam pandangan produksi perusahaan, administrasi
(bukan manajemen) riumah sakit hanya memusatkan pada pemberian
pelayanan pengobatan kepada mereka yang datang ke rumah sakit. Perhatian
kepada manajemen sangat minim, karéna yang dilakukan - hanya
membeli/menerima bahan mentah dari pensuplay sumber daya atau pemilik,
kemudian mengubahnya menjadi produk dan menjuainya kepada pengguna
jasa. Pandangan produksi perusahaan ini masih banyak ditentui pada rumah
sakit vertikal (milik Depkes Pusat) dan rumah sakit daerah sampai sekarang.
Di Amerika Serikat pola seperti ini dipakai pada tahun 1950-an.
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Pola manmajemen yang terlalu sentralis, karena pandangan  produksi
perusahaan yang masih dianut pada sistemn keschatan nasional kita, telah
mengebiri  kreativitas © dan  inisiatif tenaga  kesehatan dalam
-menanganipermasalahan kesehatan di lapangan, seperti muty pslayanan yang
rendah, walaupun betbagai pedoman, juklak, dan juknis tentang peningkatan
mutu telah dikeluarkan oleh pusat. Akibat yang paling merugikan dari pola
manajemen yang terlalu sentralis ini adalah rendahnya akuntabilitas dan
~ insentif dalam kinerja petugas keschatan.

Rendabnya akuntabilitas, mengakibatkan tenaga kesehatan yang -pasif dan
Kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat di lingkungdnnya, serta tidak
disadarinya apa yang menjadi penyebab dari rendahnya pemanfaatan fasilitas
pelayanan kesehatan tersebut. Sedangkan rendahnya insentif mengakibatkan
tenaga keschatan mulai dari dokter spesialis sampai denigan perawat miencarni
sendiri insentif melalui pihak swasta. Terbaginya perhatian dari fenaga
keschatan ini dalam melaksanakan tugasnya di fasilitas kesehatan
pemerintah, mengakibatkan akuntabilitas mereka yang lebih rendah lagi.

- Di lain pihak, para pemilik yang merangkap sebagai pengelola rumah sakit
dalam pola manajemen yang terlalu sentralis ini, berada terlaln jauh di pusat
untok dituntut akustabilitasnya oleh rekyat Demikisn pula jika tenaga
keschatan daerah menuntut “insentif yang lebih besar, mereka akan
mengahadapi risiko “tidak berkenannya” petugas di pusat, dan hilangtiya
insentif yang kini telah meteka peroleh walaupun itu rendah.

Minimnya perhatian terhadap manajemen dapat dilihat dari manajemen SDM
yang masih sangat sederhana, yang masih lebih banyak bersifat administrasi

kepegawaian berupa pengangkatan, kenaiken pangkat, mutasi dan pensiun |

saja, Pengembangan SDM boleh dikatakan tidak ada. Akibat pandangan

produksi perusahaan terhadap pengelolaan SDM di rumah sakit daerah saat

ini, antara.lain sebagai berikut:

a) Etos jabatan sebagai etos kerja masih dominan dlanut di kalangan pegawai
pemerintah, termasuk pegawai rumah sakit, belum beralih ke etos prestasi
atay meritokrast.

by Rekruitment, penempatan, dan pengembangan dokter spesialis masﬂ:

. sentralis, walapun sebagian sudah dilakukan dekonsentrasi ke kantor
wilayah Depkes. Untuk rumah sakit vertikal, rekrutment, penempatan, dan
pengembangan PNS Depkes dilakukan oleh pusat.
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¢) Sekitar 80% dari dokter spesialis bekerja di rmmah sakit swasta adalah
tenaga yang masih bekerja di rumah sakit pemerintah, - sehingga
berpengaruh terhadap produktivitas mereka di rumah sakit pemerintah.

d) Masih banyak konsumen/pasien yang berobat ke rumah sakit swasta
karena mencari dokter yang menjadi favonmya bukan karena pelayanan
rumah sakit ity sendiri. .

Demikian pula proses pengclolaan keuangan masih sangat s,edei_'haﬁa, vang
hanya meliputi penerimaan dan penyetoran wang kepada pemilik, sehagai
realisasi atutan dari aturan keuangan yang ada di Tndonesia dikenal dengan
ICW. Aldbat dari pandangan produksi perusahaan terhadap pengelolaan
keuangan di rumah sakit vertikal dan rumah saklt daerah saat ini, antara lain
sebagai berikut :

a) Inefisiensi biaya yang disebabkan oleh tidak seimbangnya mata anggaran,
vaitu mata gnggaran investasi, operasional, dan pemeliharaan,
Ketidakseimbangan  tegjadi  _karena sistem anggaran - yang
fragmented/terkotak-kotak. .

b} Mata anggaran investasi disusun dalam DIP, dan mata anggamn
operasional disusun dalam DIK. Proses penyusunan DIP dan DIK dalam
praktiknya tidak saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

c) Seringkali dalam proses penyusuman kedua anggaran tersebut, mata
anggaran pemeliharaan tidak ikut direncanakan. Anggaran pemelibaraan
direncanakan secara terpissh melalui (OPRS dan SBO). Bahkan di
beberapa rumah sakit ada suplementasi untuk biaya operasional, yaitn
penggunaan langsung penerimaan fungsional yang disusun dalam DRK.

d) Beberapa kali ditemukan pula investasi alat medis menggunakan . mata
anggaran di luar DIP dengan alasan “pemelibaraan alat” yang pada
kenyataanya pembelian berupa alat medis barn.

e) Secara keseluruhan saat ini sulit untuk melakukan evaluam keuangan
rumah sakit pemerintah karena prinsip-prinsip manajemen keuangan satu
unit produksi tidak diterapkan. Analisis arus kas, analisis likuiditas,
solvabilitas dan rentabilitas tidak bisa dilakukan. Sebabnya antara lain
adalah fragmented budgeting system. Sebab lain adalah sistem akuntansi
yang masih bersifat cash basis, sehingga tidak semua transaksi keuangan
tercatat.

f) Sampai sekarang sebagian besar rumah sakit pemerintah melakukan
perhitungan pemasukan/perolehan cost recovery tanpa memperhitungkan
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belanja pegawai/gaji dan biaya investasi. Hal ini sangat berbeda dengan
rumah sakit swasta yang harus menghitung segala pengeluarannya agar
dapat tertutup demi kelangsungan hidupnya. Rumah sakit swasta sudah
jauh lebih dulu sadar akan bjaya (cost conscious) daripada rumah sekit
pemerintah. Bila ramah sakit pemerintah belum sadar akan biaya, maka
subsidi silang tidak akan dapat berjalan dengan lancar,
. Struktur Organisasi ‘
Pengorganisasian rumah sakit pemerintah, ditentukan melalui SK Meiikes
- No. 983/Menkes/SK/X1/1992 tentang pedoman organisasi rumah sakit umem
dani Permendagri No.22 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Laksana Rumah Sakit Daerah Kedua SK tersebut kurang mencerminkan

fung51 dan peran rumah sakit, serta belum mengakomodasi struktur rumah -

sakit yang merupakan suatu organisasi matriks. Akibatnya, rumah sakit fidak
mampu menerapkan manajemen strategis, karena pengembangan unit bisnis
strategis vang seharusnya ada dalam rumah sakit modern hampir tidak
mungkin - dikembangkan pada rumah sakit pemennmh dengan struktur
organisasi yang dimilikinya saat ini. S

Dédlam rumab sakit, unit yang menghasﬂkan pelayanan adalah instalasi.
Sebagai unit penghasil pelayanan, maka instalasi di rumah sakit merapakan
ujung tombak produksi dan operasional di rumah sakit. Qleh karena itu,
jabatan kepala instalasi merupakan jabatan managerial yang strategis karena
merypakan manager dari apa vang seharusnya menjadi unit bisnis strategis
dari rumah sakit. Namun, pimpinan rumah sakit yang strategis berdasatkan
struktur organisasi saat ini, adalah mulai dari kepala bagian dan kepala
bidang ke atas, sedangkan kepala instansi hanya merupakan unsur ﬁmgsmnal
saja.

Pendek kata, struktur organisasi rumah sakit pemerintah saat ini adalah lebxh
besar pasak daripada tiangnya- unsur pendukung lebih besar datipada unsur
pokokya. Struktur organisasi rumah sakit saat ini merupakan struktur
ofganisasi bertingkat dengan banyak struktur tetapi miskin fungsi. Untuk
dapat mengakomodasi kegiatan dan program yang harus dijalankan remah
sakit, tetapi tidak bisa dilaksanakan oleh struktur yang ada, maka dewasa ini
timbul banyak panitia dalam rumah sakit. Misalnya panitia pengendalian
mutu, panitia nosokomial, panitia obat dan terapi, panitia keschatan dan
keselamatan kerja, dan panitia akreditasi. Berbagai pamitia tersebut sangat
penting, dan justru merupakan jantung dari kualitas pelayanan yang perlu
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dikembangkan, dalam rangka mewujudkan pelayanan pnma yang dapat
diterima oleh pelanggan rumah sakit.

Di lain pihak, struktur organisasi rumah sakit umum kelas C dan I memberi
gambaran miskin struktur dan miskin fingsi karena jumlah tempat tidurnya
dan karena anggapan bahwa jabatan managerial kepada instansi rumah sakit
bukan merupakan jabatan struktural. Pengaitan klasifikasi rumah sakit ufaum
A,B,C.dan D dengan eselonisasi dari direkturnya menyebabkan rumakh sakit
umum kelas C dan D tidak memiliki wakil direktur. Padahal rumah sakit
sebagai organisasi matriks dapat berjalan optimal, paling sedikit dlpeﬂukan
satu wakil direktuor.

Eselonisasi tidak menunjang fungsi rumah sakit sebagau mitra ‘dinas
kesehatan kab./kota, terutama bagi rumah sakit umum kelas A dan B yang

~ tingkat eselon direkturnya di atas kepala dinas kesehatan, Inilah salah satu

penyebab utama terjadinya dikotomi antara RSUD dan kepala dinas

kesehatan Kab./kota.

Motivasi utama bapgi penentuan klasifi kasn fumah Saklt seharusnyaadalah

penyesuaian sarana dan kemampuan rumah sakit yang didasarkan pola

penyakit, demand masyarakat sekitarnya, dan kewajiban- untuk menampung
pasien rujukan. Jadi penentuan klasifikasi pada hakikatnya bukanlah dipaksa
dari pusat dan sama sekali tidak boleh ada motivasi prestise suatu dacrah.

Dari uraian tersebut bahwa pengorganisasian rumah sakit pemerintah

berdasarkan SK Menkes maupun SK Permendagri tidak disusun: berdasarkan

hal berikut-di bawah ini, yaitu ;

a) Produk utama rumah sakit adalah pelayanan medis -

b) Struktur organisasi yang diperlukan agar rumah sakit berfungsi- apttmal
adalah menurut spesivitas daerah berdasarkan pola penyakrc, needs, gnd
demand. :

c) Penyasunan struktur organisasi harns berdasarkan fungSI ‘dan- peran
organisasi untuk mencapai tujuannya.

Oleh karena itu, penataan kembali struktur organisasi rumah sakit pemerintdh
harus dilakukan. Strukiur organisasi baru yang akan disusun harus -
merupakan suatu sistem yang adaftif yang kaya fungsi dan miskin struktur,
agar mampu menanggapi dengan baik perubahan lingkungan yang sangat
cepat. Indonesia sedang mengalami transformasi menuju suate era baru,
maka rumah sakit pun harus siap beradaptasi dengan perubahan tersebut.
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E- PARTICIPA HON 'IHROUGH IHEIMPLEMENTATIQN OF THE
INHABITANT SHORT MESSAGE PROGRAM AT THE
GOVERNMENT OF CIMAHI MUNICIPALITY

Abstract. Progress and development of information teclmology Requires an
effective role in government of infrastructure that supports the achievement of
eﬁ‘ ciency, ejfi"ectweness and accountability in the government sector that is able
tomeet the supporting faeilities and infrastructure, both phymal and non-
physical support policy to expand the internet utilization by the communify. One
of the innovations of Cimahi Municipality government policy through shert
messenger program of citizens (pesduk) which aims to get closer between the
-government and the cortmunity in improving information services, so that the
community actively participate in giving suggestions, opinions, criticism and
complaints in various maiters of governance, development and public services
to provide more:advanced services with short messenger pragrams (Pesduk),

Keywords: Public Policy, e-participation, Short Message Population.

Abstrak, Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi menuntut peran
aktif pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung
aplikasi teknologi informasi dalam sektor publik yang dapat mencapal target
efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas di sektor pemerintab yang mamipu
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memenuhi fasilitas dan infrastruktur pendukung, baik berupa fisik maupun nen
fisik berupa dukungan kebuakan untuk memperluas pemanfaatan internet oleh
masyarakat. Salah satu inovasi kebijakan pemerintah Kota Cimahi melalu
program pesan singkat pendudok (pesduk) yang bertujuan untuk mendekatkan
antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan -informasi,
agar masyarakat ikut berpartisipasi ( e-participation ) sccara aktif memberikan
saran, pendapat, kritikan dan pengaduan dalam berbagai hal penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik untuk memiberikan
pelayanan yang lebih maju lagi dengan program pesan singkat penchlduk (
Pesduk ).

Kata Kunci : Kebijakan Publik, e-participation, Pesan Singkat Pe_ndudﬁk
PENDAHULUAN

- Pembuksan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negaia Republik Indonesia,
antara lain adalah untuk memajukan, kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban
memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suaty sistem pemerintahan

. yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik secara prima

dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara
atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif,

Disamping itu kemajuan dan perkembangan tenologi informasi menuntut
peran aktif pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang
mendukung, aplikasi teknolegi informasi dalam sektor publik dapat mencapai
target efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas jika pemerintah -mampu
memenyhi fasilitas dan infrastruktur pendukung, baik berupa fisik dan non
fisik berupa dukungan kebijakan untuk memperluas pemanfaatan intemet oleh
masyarakat. Pernanfaatan internet oleh masyarakat merupakan prasyarat dasar
berkembangnya e-goverment, sedangkan meningkainya penggunaan internet
dalam pelayanan publik merupakan impuls penguat pemanfaaian internet
sebagai instrumen komunikasi masa.

Sejalan dengan perkembangan tersebut berbagai ne;gara maju mula:
menerapkan e-parficipation sebagal inovasi partisipasi didalam sistem
pemerintahannya termasuk Indonesia dan dalam hal ini pemerintah Kota
Cimahi sudah menerapkan adanya pesan penduduk ( Pesduk ) menanyakan
berbagai permasalahan pemerintahan dan pembangunan, -selain ifi dengan
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adanya pesan penduduk sebagai alternatif solusi atas krisis demokrasi yang
terjadi di banyak pemerintahan yang dicirikan dengan penurunan angka
partisipasi pemilih dan tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap partai
politik dan lembaga pemerintah.

Dewasa ini permasalahan di masyarakat semakin kompleks tidak seperti
digambarkan tersebut di atas melainkan terhadap kebutuban peldyanan’ ikut
mendorong pemerintah unfuk senantiasa melakukan berbagai inovasi
peraturan yang mengikuti perkembangan dinamika masyarakat, antara lain
adanya inovasi dalam penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat dengan
palayanan prima yang cepat tanggap dan tepat dalam menyelesaikan
permasalahan,

Salah satu inovasi yang pemerintah lakukan yaitu dengan pemanfaatan
informasi teknologi (IT). Dalam Pelayanan Publik menjadi sebuah kewajiban
untuk memanfaatkan inovasi pelayanan berbasis IT, dibarapkan dapat
memberikan solusi dengan pelayanan prima, cepat tanggap dan tepat, sehingga

dibuatnya. ruang publik untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat terhadap

program pemerintah dan permasalahan yang ada>dimasyarakat agar dapat di

selesaikan bersama. Penempan e-governance fujuannya untuk meningkatkan

pelayanan public dan memeénvhi kebutuhan masyarakat, selain it
memberikan solusi atas setiap masalah yang teljadl di masyarakat dengan
keinginan memberikan pelayanan prima.

Dasar hukum Pelayanan Prima di kelola Undang-undang No. 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik. Diterbitkan peraturan tersebut untuk
meningkatkan pelayanan publik secara prima, cepat tanggap dan tepat, di Kab-
Kota discluruh Indonesia. Pemerintahan Kota Cimahi dapat betpartisipasi

 untuk pengimplementasian suatu program dalam rangka menimjang kebutuban

masyarakat dalam pelayanan publik dan pemerintah sebagai-actor menjawab
semua persoalan yang terjadi di masyarakat dengan palayanan prima, cepax
tanggap dan tepat.

Pemerintah terus melakukarn inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik
salah satunya melalui Pesan Singkat Penduduk (Pesduk) sebagai selah satu
inovasi Pemerintah Kota Cimahi. Pesduk sudah ada sejak tahun 2009 namun
baru efektif pada tahun 2013. Pesduk ditetapkan dalam Surat Keputusan
Walikota ~ Cimahi yang tetbaru © Nemor 490.05/Kep.3-
DISKOMINFOARPUS/2017 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
Tahun Anggaran 2017 dan Nomor: 489/Kep.-DISKOMINFOARPUS/2017
tentang Tim Pengelola Domain Website dan Email Pemetiniah Daerah Kota
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Cimahi Tabun 2017, Surat Keputusan ini menetapkan bahwasanye Pesduk
menjadi salah saty altemnatif Informasi Komunikasi Publik (IKP) yang
disediakan oleh Pemerintahan Kota Cimahi dalam menerima pengaduan dari
pada masyarakat.

Pesan Singkat Penduduk sebagai wadah sarana komunikasi antara
masyarakat dengan Pemerintsh Kota Cimahi, tyjuan pesdok untuk
menampung berupa saran, pertanyaan, laporan, keluhan maupun dukungan
atay aspirasi untuk mengkritik dan ikut serta dalam keputusan kebijakan yang
akan diambil atau sadah ditetapkan untuk masayarakat sehingga tidak ada
ruang pembatas antara pemerintah dengan masyarakat. "

Masalah-masalah yang terjadi berdasarkan hasil wawancara dan
observasi awal yaitu antara lain, pesduk berdasarkan pernyataan kepala

“administrator diskominfo belum memiliki standart operating sistem {SOP)

yang jélas dan tertulis schingga dalam penerapan pregrammya fidek ada
kejelasant instruksi kerja antar SKPD dan tzdak adanya pedoman
penyelenggaraan pelayanan pengaduan selain itu menurut penuturannya
pesduk ini dalam kurun waktu 2013-2016 tidak melalcukau evaluasi, padahal
ini sangat penting uatuk melihat keberbasilan ; program. Sistem pengaduan
tidak memiliki fitur-fitar barg bahkan tidak ada perubahan inovatif dalam
membuat mekanisme pengaduan agar semakin menarik perhatian masyarakat
ini disebabkan kesiapan dana dan fasilitas, Masalah lfain dalam program. ini
server yang lemah disebabkan kurangnya koordinasi dan sosialisasi karena
masih ada masyarakat yang tidak mengetahui mengenai program ini schingga
pemerintah harus membuat cara sosialisasi kepada masyarakat, dengan
harapan sarang pengaduan tersebut dapat diterima olel seluruh lapisan
masyarakat karena masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat tanggap,
penggunaan sosial media dianggap menjadi suatu kemudahan dalam
berkomunikasi, begitu juga dengan pelayanan publik yang menggunakan
media sosial. Meskipun pada kenyatannya Short Mesagge Service (SMS)
sudah jarang diminati oleh masyarakat, karena sudah adanya altematif yang
ichih mudah dan murah seperti WhatsApp, Line dan aplikasi Mesangeer
lainnya. Sehingga dalam hal ini di indikasikan sebagai masalah dalam

 penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan
masalah dalam penelitian ini adaleh Bagaimana Pelaksanaan Program Pesan
Singkat Penduduk (PESDUK) dari Tahun 2013-2016 di Kota Cimahi,
selanjutnya tujuan dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam pekok-pakok
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sebagai bertkut : Penelitian ini disusun untuk menjelaskan tentang
Implementasi program pesan singkat penduduk (Pesduk) di Kota Cimahi, dan
mengetahui apa yang menjadi masalah atau kendala dalam proses
Implementasi program kebijakan pesan singkat penduduk , .

LANDASAN KONSEP
Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan partisipasi tnasyarakat pada
program pembangunan pemerintah daerah serta penelitian tentang penggunaan
~ pesan singkat (short messege sefv_ice) pada telepon seluler sebagai media
penyampaiap pesan, diantaranya Sri Herlina (2013) yang telah meneliti
“Pemanfaatan Fasilitas SMS Telepon Seluler Sebagai Media Promosi Keschatan
Ibu Hamil Di Daerah Terpencil” .

Penelitian tersebut menggnakan metode penelitian quaswkapemnenwi
dengan desain one group pre-test tethadap 49 ibu hamil trisemester I dan Il di
Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar. ' .

Hasil penelitian menunjukkan babwa program intervensi menggtmakan
media promosi berbasis SMS reminder telah efektif dalam meningkatkan
pengetahuan ibu hamil tentang komplikasi dan asupan gizi selama kehamilan.
Media SMS ini dipersepsikan mudah, menarik, dan inovatif terbukti bermantaat
urtuk menyampaikan informasi kesehatan.

Pesan Singkat Pendaduk dan Partisipasi Masyarakat

Kebijakan publik pemerintah yang diturunkan dalam bentuk program
dengan tantangan utamanya meraih sebesar-besarnya partisipasi masyarakat dan
keterlibatan aktif sasatan kebijakan yang pada prakteknya sulit untuk dicapai
dimana salah satu penycbabnya adalah komunikasi yang tersendat atay malah
tidak sampai. Dengan bantuan aplikasi komunikasi modern dan populis dalam
bentuk Short Message Service atau pesan singkat telepon seluler bisa menjadi
terobosan untuk memecahkan kendala komunikasi yang sulit dilakukan pada
saat dilakukan secara konvensional.
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Pada era modern sekarang ini program apaputt yang berdimensi pelayanan
masyarakat dituntut untuk berkualitas. Suparman (2017) menyebutkan bahwa
Pelayanan publik sejatinya diharapkan oleh masyarakat pengguna layanan
dalam bentuk dan defivery yang prima dalam arti pelayanan yang mudah, cepat,
tepat, dan aman ditandai oleh pelayanan yang tidak berbelit-belit, pelayanan
yang well-informed, responsive, akomodatif, konsisten, dan adanya kepastian
(waktu,biaya, hukum} dan tidak dijumpai pungutan tidak resmi. Penerapan
prinsip pelayanan prima dalam metode dan prosedur.

Anderson, Kebijakan Publik atau (public policy) adalah hubungan
antara - unit-unit pemerintah dengan lingkungarmya. Pendapat yang
dikemukakan memang mempunyai ciri khasnya masing-masing dalam
memberikan pendapat tergantung dari sudyt mana pemahaman yang
diberikan, yang pada dasamya kebijakan publik menyangkut pengelolaan
sumber daya yang ada pada masing-masing pemerintah serta adanya
keterkaitan dan kesatuan antara unit-unit di lingkungan pemerintghan.

~ Riant Nugroho (2004) mengemukakan bahwa kebljakan publik
sebagai “manajemen pencapaian tujuan nasional” jadi nntuk sementara
dapat disimpulkan bahwa “ ‘

1. Kebijakan publik mudah untuk dipahami, karena -maknanya

adalah hal-hal yang dikerjakan unfuk mencapai tujuan nasional.

2. Kebijakan publik mudah dmkur karena ukurannya jelas yakni

sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Namun demikian bukan berarti kebijakan publik itu mudah dibuat,
mudah dilaksanakan dan mudah dikendalikan kerena kebijakan publik
menyangkut faktor politik. hal ini dapat dilihat dari beberapa p‘erg‘antian
kepala negara sejak kepemimpinan Sockarno sampai dengan saat ini dalam
menerapkan kebijakannya satu dengan lainnya sangat berbeda tergantung .
cara implementasinya meskipun prinsip negara adalah menciptakan
masyarakat yang adil dan makmur,

Menurut William N Dunn dalam Inu Kencana Syafne, (2006)
Kebijakan Publik adalah suatu rangkaian pilihan pilihan yang saling
berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang
bidang ‘menyangkut tugas pemerintahan. Seperti pelaksanaan keamanan,
energy,  kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas,
perkotaan dil.
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Memperhatikan berbagai pendapat fersebut yang berkaitan dengan
kebijakan publik adalah berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada
masgyarakat, dalam hal ini Pesan Singkat Penduduk merupakan Kebijakan
Pemerintah dalam melayani masyarakat untuk memberikan informasi melalui
sarana telepon selular atau internet untuk memudahkan masyarakat memberikan
berbagai keluban, pengadvan, saran, dukungandsb. Pemérintah mencoba
merealisasikan undang-undang pelayanan publik dengan membuka ruang publik
yang terjangkau oleh masyarakat sehingga hubungan pemerintah dengan
masyarakat akan mudah dan tidak adanya pembatas hubungan pemerintah
dengan msayarakat. |

Di sisi lain Gounrose dalam (Ratminto dan Atik 2010) Pelayanan adalah
suatu aktivitas atas serangkaian aktivitas yg bersifat tidak kasat mata (tidak
dapat di raba) yang tegjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dan
karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh periusahaan memberi
pelayanan yang di maksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau
pelanggan .

Pelayanan birokrasi yang berkualitas dapat didefnisikan melatui ciri-ciri:
Sinambela (2008), (1) pelayanan yang bersifai anti birckratis, (2) distribusi
pelayanan, (3). Desentralisasi dan berorientasi kepada klien dan pemerintai
perlu menekankan beberapa hal yaitu : (a) pemerintah menciptakan suasana
kompetitif dalam pemberian pelayanan, (b). Pemerintah berorientasi kepada
kebutuhan pasar bukan birokrasi, (c). pemerintah desentralisasi dap lebih
proaktif . selain ity pendapat lain kemukakan oleh Menurut Kotler dalam
Sampara Lukman ( 2010 : 8), Pelayanan adalah setiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan atan kesatuan yang menawarkan
kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk atau secara fisik.

Keterkaitan dengan pelayanan yang dikemukakan Pesan Singkat Penduduk
merupakan scbuah pelayanan pemerintah yang dilakukan melalui aplikasi
berbasis E-governance yang melibatkan media elektronik dalam pelayanannya.
Twuan dari pelayanan Pesan Singkat Penduduk ini untuk merealisasikan
pelayanan publik dalam hal pengelolaan pengaduan masyarakat yang memiliki
sistem yang cepat tanggap dan kinerja yang prima ini meningkatkan pelayanan
publik di Kota Cimahi. Adopsi tekonologi informasi dan komunikasi dalam
wilayah demokrasi melahirkan kosep partisipasi elektronik atau partisipasi
- online, yang kemudian dinamakan e-partisipasi yang didefinisikan sebagai
transformasi aktivitas partisipasi publik dalam konteks sosial-demokrasi melalui
pemanfaatan tenelogi informasi. E-partisipasi merupakan salah satu bagian dari
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konsep e-demokrasi yang menckankan pada keterlibatan publik dalam
pengambilan keputusan, jika dikaitkan dengan konsep e-goverment, e-
participation merupakan salah satu pencrapan pada aspek goverment fo citizens
( G2C ) yang berhubungan erat dengan pelayanan masyarakat, demikian pula
dengan konsep Pesan Penduduk ( Pesduk ) yang digulirkan oleh Pemerintah
Kota Cimahi adalah merupakan bagian dari partisipasi masyarakat.dalam rangka
pengambilan keputusan.

Aspirasi masyarakat terutama masyarakat yang memerlukan bantuan
dan pembinaan dari pemerintah yaitu masyarakat yang kurang mampn baik
dilihat dari kemampuan secara perorangan maupun keluarga, pengetahuan dan
pendapatannya perlu diupayakan dengan cara mendekatkan akses pemerintah
terutama yang berkaitan dengan informasi, kadang-kadang masyarakat yang
kurang mampu ini terlupakan atau diacubkan schingga tertinggal dalam
menerima informasi yvang berkaitan dengan berbagai hal, selain itu pula
memberdayakan - kemampuannya agar masyarakat sedikit demi sedikit
ketergantungannya semakin berkurang. Kesadaran untuk ikut membangun dan
berpartisipasi bukan milik sebagian warga saja akan tetapi semua warga atau
masyarakat dibarapkan ikut berperan aktif dalam pembanginan dan
pemerintahan melalui sosialisasi , pendampingan kepada para pengambil
keputusan dan pemangku kepentingan lainnya dengan berbagai tingkatan
administrasi.

Pesan singkat penduduk { Pesduk ) vang dilakukan olch Pemerintah
kota Cimahi dianggap sebagai langkah maju untuk menjembatani wntuk
terwujudnya antara masyarakat dan pemerintah  dalam melaksanakan
pemerintahan sebagai upaya terobosan yang memiliki daya dorong untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat, sehubungan dengan hal tersebut
Pemerintah Kota Cimahi menyadari bahwa pada akhirya pencapaian program
Pesan Singkat Penduduk ( Pesduk ) dengan mensosialisasikan kepada
masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program Pesduk tersebut.

Usaha  pemantauan partisipasi masyarakat melalui Pesan Singkat
Penduduk bukan hanya dimaksudkan untuk mendukung kebatkan yang
dilakukan oleh pemerinfah skan tetapi juga sebagai upaya masyarakat uwntuk
lebih berperan dalam setiap program pembangunan, keterlibatan masyarakat
dalam implementasi program terutama Pesduk dapat dilakukan dalam berbagai
partisipasi seperti yang disebutkan oleh Sulaiman dalam Abu Haraera ( 2008 )
membagi bentuk-bentuk partisipasi dalam lima macam yaitu ;

&. Pattisipasi dalam proses pengambilan kepittusan
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REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK

Reformasi administrasi publik dapat dimaknai melakukan perubahan administrasi
dalam konteks luas dan prinsipil untuk membawa masyarakat dalam suatu negara
menuju apa yang dicita-citakannya yaitu keadilan, kemakmuran dan membangun
peradaban yang demokratis. Reformasi adminitrasi publik memiliki tujuan antara
lain: efisiensi administrasi, eliminasi patologi birokrasi, introduksi dan
menggalakkan sistem merit. Untuk mengakhiri perilaku birokrasi yang menjadi
patologi dalam pemerintahan, maka diperlukan reformasi administrasi dari aspek
perilaku. Langkah awal yang harus dilakukan dalam reformasi administrasi adalah
menyesuaikan antara pola organisasi dengan jenis pekerjaan yang diemban masing-
asing individu. Selanjutnya konsep “The right man on the wrigt place” masih
sebagai elemen krusial untuk bangunan birokrasi yang handal dan disempurnakan
dengan perampingan birokrasi yang sedang digalakan oleh pemerintah dewasa ini.
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